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Hanifah Dwi Estikawati, Nomor Pokok E121 13 024, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi 
dengan judul : “ Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
Kepala Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Sindu Agung 
Kecamatan Mangkutana.” Dibawah bimbingan Dr.Rasyid Thaha, M.Si dan 
Dr. Jayadi Nas, M.Si 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan 
bagaimana pola hubunga kerja antara Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Kepala Desa di Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana 
Kabupaten Luwu Timur, dengan melihat pengaturan hubunggan kerja 
antara  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa menurut 
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa serta pelaksanaan 
pembangunan di Desa Sindu Agung Kecamatan mangkutana Kabupaten 
Luwu Timur. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu 
suatu tipe yang memberika gambaran sosial secara sistematis, faktual, 
dan akurat mengenai data yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data 
dilakuka menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi 
kepustakaan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pola hubungan kerja antara 
Badan permusyawaratan Kerja (BPD) dan Kepala Desa yaitu bentuk 
kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Pola hubunga kerja antara Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa menunjukan hubungan 
yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindu Agung belum maksimal 
terutama dalam menampung aspirasi masyarakata. 




Hanifah Dwi Estikawati, Nomor pokok E121 13 522, Government 
study program, Department of political science and administration, Faculty 
of social and political sciences, University of Hasanuddin, composing a 
thesis with the title “Relation Of Consultative Body Of The Villange (BPD) 
And Head Of The Village Under Construction In The Village Of The 
Subdistrict Sindu Agung Mangkutana Luwu Timur Regency”, under the 
guidance of Dr. Rasyid Thaha, M.Si and Dr. Jayadi Nas, M.Si. 
This research aims to find out how to pattern working relation 
between of Consultative Body of the villange (BPD) and Head of the 
Village in the Village Subdistrict Sindu Agung Mangkutana Luwu timur 
Regency, with looked settings working relation between Consultative Body 
Of the Village (BPD) and Head of the Village according to constitution 
number 6 year 2014 about village and implementation of development  in 
the village subdistrict Sindu Agung Mangkutana Luwu Timur regency. 
The type of this research is deskriptif analysis that give a systematic 
social overview, factual, and accurate about obtained in the field. Data 
collection used the techniques of observation, interview, and library 
resech. 
The result of the research indicate that pattern working relation 
between of Consultative Body of the Village (BPD) and head of the Village 
that is partnership, consultation, coordination. Pattern working relation 
bbetween Consultative Body of the Village (BPD) and Head of the Village 
show relationship the good one, it is just in the implementation of main 
tasks and function of Consultative Body of the Village in the Village 
Sundistrict Sindu Agung Mangkutana Luwu Timur regency not yet 
maximum especially in accommodate aspirations community. 







1.1 Latar Belakang 
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti 
keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, 
bahwa “Dalam teritory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 
“Zelffbesturende Landschamppen” dan “Volksgemeenschappen”, 
seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan 
marga di Palembang, dan sebagainya.1 
    Secara lebih operasional Undang-undang otonomi daerah 
mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan 
untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah 
Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan 
partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di 
segala bidang. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, 
Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu 
dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan 
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat 
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yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:  
“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.2 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah 
Desa terdiri atas Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa 
merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintahan desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa 
mempunyai wewenang : 
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 
2. Mengajukan rancangan peraturan desa; 
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat 
persetujuan bersama BPD; 
                                                             
2 UU No 6 tahun Tahun 2014 Tentang Desa 
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4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa 
mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama 
BPD; 
5. Membina kehidupan masyarakat desa; 
6. Membina perekonomian desa; 
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk 
desa bersangkutan berdasarkan kertewakilan wilayah. Anggota 
BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan 
profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat 
lainnya. Tugas dan fungsi BPD adalah : 1) membahas dan 
menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 2) 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 3) 
melakukan pengawasan kinerja Kepala desa. Kemudian, untuk 




1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang 
penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah 
desa. 
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa. 
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan 
fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 
     Dalam pembangunan desa komunikasi yang baik antara 
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat 
sangat penting agar tidak ada kesalapahaman yang terjadi dalam 
proses pembangunan, baik mulai dari tahap persiapan, 
pelaksanaan, dan pengawasan. 
     Desa Sindu Agung adalah desa pemekaran dari desa induk 
Margolembo dan merupakan salah satu dari sebelas (11) desa 
yang ada di kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur. 
Sebagai desa pemekaran tentu saja masih banyak yang perlu 
dibenahi terutama dalam pembangunan. Dalam proses 
pembangunan desa, Sindu Agung sebagai desa baru tentu memiliki 
masalah-masalah dalam pelaksanaan pembangunan. 
    Dalam proses pembangunan di Desa Sindu Agung ada 
beberapa proses pembangunan yang tertunda yang disebabkan 
masyarakat tidak setuju dengan adanya pembangunan tersebut. 
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Peran BPD sangatlah penting dalam menyelesaikan masalah 
karena BPD bisa menjadi penengah antara pemerintah Desa dan 
masyarakat. 
    Salah satu pembanguna yang tertunda di desa Sindu Agung 
adalah ketika pemerintah desa berencana membuat embung atau 
penampungan air untuk cadangan ketika musim kemarau 
tiba.Tetapi rencana itu ditolak karena masyarakat merasa tidak 
adanya musyawarah terlebih dahulu. Ketidak setujuan masyarakat 
dikarenakan lokasi yang dipilih oleh pemerintah desa dekat dengan 
tempat pemakaman umum. Tanah tersebut adalah tanah wakaf, 
yang diwakafkan untuk menjadi tempat pemakaman umum, oleh 
karena itu masyarakat menolak karena apabila pembangunan tetap 
dilaksanakan maka akan mengurangi luas dari tanah tersebut. 
     Dalam masalah ini peran BPD sebagai penghubung antara 
Pemerintah Desa dengan masyarakat dirasakan belum maksimal. 
Seharusnya BPD menampung aspirasi masyarakat yang kemudian 
disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Desa. Hubungan yang harmonis antara BPD dan 
masyarakat juga sangat penting agar dalam setiap proses 
pembangunan masyarakat bisa paham terhadap proses 
pembangunan.  
Pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa 
dan Kepala Desa di Desa Sindu Agung sudah baik, hanya saja 
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Kepala Desa masih lebih dominan dalam menjalankan 
pemerintahan Desa. 
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik 
untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan 
mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Hubungan Badan 
Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Proses 
Pembangunan Di Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana 
Kabupaten Luwu Timur.” 
1.2 Rumusan Masalah 
    Hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD menentukan 
suksesnya pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Di Desa 
Sindu Agung ada beberapa pembangunan yang tertunda dikarenakan 
masyarakat tidak setuju dengan program yang dilaksanakan. 
Pembangunan tersebut tidak disetujui oleh masyarakat karena 
masyarakat merasa tidak adanya konfirmasi dari Pemerintah Desa. 
Oleh karena itu seyogianya Pemerintah Desa dan BPD mengatasi 
masalah-maslah tersebut. 
     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 
yang menjadi pertanyaan penelitian  adalah bagaimana pola 
hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala 
Desa dalam proses pembangunan desa di Desa Sindu Agung 
Kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur 
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1.3 Tujuan Penelitian 
     Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan 
ini maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menggambarkan pola hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa 
dan Kepala Desa dalam proses pembangunan desa. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang 
konsep pengembangan ilmu pemerintahan. 
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
Pemerintah Desa Sindu Agung dalam menjalankan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
agar dapat berjalan efektif. 
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan 
memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat 
dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, 
khususnya yang mengkaji tentang hubungan Badan 








Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau 
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat 
membantu.Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-
pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut 
disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, 
konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena 
sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara 
konsep. 
Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis akan mengemukakan 
teori, konsep, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan 
berfikir dalam penelitian ini. 
2.1 Tinjauan Tentang Komunikasi Pemerintahan 
Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa 
latin communicat(us) yang berkaitan erat dengan kata 
communicare yang berarti make common yang juga berkaitan erat 
dengan dengan kata community. Jadi, komunikasi bisa terjadi jika 
kegiatan itu bertolak dari kondisi tertentu. Kegiatan komunikasi itu 




Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam 
membina hubungan baik secara individual, kolektif ataupun 
kelembagaan, baik secara psikologis, sosial ataupun massal. 
Melalui komunikasi pemerintah dapat membangun 
kesepemahaman tentang tujuan kepemimpinannya yang 
berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan berbasis pada 
transparansi dan tanggung jawab. 
“Pengertian komunikasi pemerintahan dalam arti 
menggabungkan kedua makna yaitu komunikasi dan 
pemerintahan maka pengertian komunikasi 
pemerintahan adalah penyampaian ide, program dan 
gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka 
mencapai tujuan negara.”3 
Arti dari komunikasi pemerintahan di sini adalah 
pemerintah dalam hal ini diasumsikan sebagai komunikator dan 
masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana 
tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi 
sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada 
pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. 
Dalam kondisi demikian pemerintah memiliki kewenangan 
sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, 
bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai 
dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 
                                                             





Komunikasi pemerintahan kemudian membentuk hibrida-
hibrida baru, antara lain seperti, komunikas antar manusia, 
komunikasi publik, komunikasi politik, komunikasi 
organisasional, yang kemudian menjadi konstruksi komunikasi 
pemerintahan. Khusus bagi ilmu pemerintahan, komunikasi 
politik digunakan sebagai alat yang digunakan untuk 
menjalankan fungsi-fungsi setiap sistem politik. Alat yang dapat 
digunakan oleh aktor-aktor politik dalam berkomunikasi dan 
meyakinkan publik adalah simbol-simbol, bahasa, dan opini 
publik dengan kepentingan sebagai muatannya 
(pesan/messages), melalui advokasi, propaganda, iklan 
provokasi, dan retorika. 
Komunikasi pemerintahan, terdapat bagian-bagian dari 
komunikasi politik yang dapat digunakan dalam mengkonstruksi 
komunikasi pemerintahan, yaitu, komunikasi pemerintahan 
harus mampu mengidentifikasi pesan/muatan dan alat-alat atau 
cara-cara yang sejajar dengan alat-alat yang digunakan oleh 
aktor-aktor politik, yang efektif untuk menumbuhkan dan 
memelihara kepercayaan masyarakat. Pesan/muatan adalah 
fakta-fakta yang dapat menunjukan penepatan variasi janji, 
pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah dalam 
kedudukannya sebagai pemerintah, dan pemikulan resiko 
tindakan yang diambil berdasarkan pilihan bebas menurut hati 
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nuraninya. Oleh karenanya, proses pemerintahan dijalankan 
melalui hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. 
Selanjutnya, dalam kajian komunikasi politik, sikap 
perilaku penguasa merupakan pokok bahasan atau objek kajian 
utama, karena sikap perilaku penguasa merupakan warna 
dominan dan tolak ukur untuk menentukan dalam sistem politik 
apa proses komunikasi itu berlangsung. Sikap penguasa 
memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi 
pesan-pesa komunikasi baik yang berada dalam struktur formal 
maupun yang berkembang dalam masyarakat. Terutama 
bagaimana sikap terhadap ’pendapat umum’ atau perlakuan 
terhadap hak-hak berkomunikasi penghuni sistem apakah 
mendapat tempat utama atau sebaliknya bahwa pendapat 
umum dan hak-hak berkomunikasi berada dalam ruang gerak 
terbatas dan kaku.  
Oleh karenanya, komunikasi politik akan sangat efektif 
terjadi di negara-negara penganut sistem demokrasi, atau 
sistem terbuka. Seperti salah satu contohnya, di negara kita, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Telah di jelaskan di atas, bahwa proses pemerintahan 
mengatur hubungan antara yang diperintah dan yang 
memerintah. Pertama-tama, kita sepakati bersama, bahwa 
yang memerintah di sini menunjuk kepada pihak pemerintah 
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atau elit penguasa/pemerintah. Kemudian, yang diperintah 
menunjuk kepada rakyat sebagai pihak yang bergantung 
kepada pemerintah. Kemudian proses komunikasi di antara 
keduanya lazim disebut dengan komunikasi pemerintahan. 
Taliziduhu Ndraha, mendefinisikan komunikasi 
pemerintahan merupakan proses timbal balik penyampaian 
informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang 
diperintah, pihak yang satu menggunakan frame of reference 
pihak yang lain pada posisi dan peran tertentu, sehingga 
perilaku dan sikap yang lain terbentuk, berubah atau 
terpelihara, berdasarkan kesaling mengertian dan saling 
kepercayaan antara kedua belah pihak.4 
Mendefinisikan komunikasi pemerintahan tidak cukup 
dengan memadankan kedua kata antara Komunikasi dengan 
Pemerintahan, namun juga setiap aspek komunikasi yang 
berkaitan dengannya. Aspek-aspek tersebut adalah berkaitan 
dengan organisasi pemerintah (komunikasi organisasi), 
politicalwill (komunikasi politik), development (komunikasi 
pembangunan), komunikasi publik karena pemerintah sebagai 
pelayan publik, serta kampanye program pemerintah (publik 
relation). Semua aspek tersebut bertujuan pada penciptaan 
                                                             
4 Ndraha Taliziduhu, Kybernologi ilmu Pemerintahan Baru, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hal. 59 
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good governance yang digerakkan oleh tiga subkultur, yaitu 
subkultur ekonomi, subkultur kekuasaan, dan subkultur sosial. 
Dalam praktiknya, terdapat empat arus atau pola 
komunikasi formal dalam suatu perusahaan, yaitu: 
1) Komunikasi vertikal ke bawah (downward 
communication). 
Komunikasi model ini dimana merupakan wahana bagi 
manajemen untuk menyampaikan berbagai informasi 
kepada bawahannya seperti perintah, instruksi, 
kebijakan baru, pengarahan, pedoman kerja, nasihat dan 
teguran. 
2) Komunikasi vertikal ke atas (upward communication) 
Komunikasi model ini dimana para anggota dalam 
perusahaan ingin selalu didengar keluhan-keluhan atau 
inspirasi mereka oleh para atasannya. 
3) Komunikasi horizontal (horizontal communication) 
Komunikasi model ini berlangsung antara orang-orang 
yang berada pada level yang sama dalam sebuah 
perusahaan. 
4) Komunikasi diagonal (diagonal communication) 
Komunikasi model ini berlangsung antara dua satuan 
kerja yang berada pada jenjang perusahaan yang 
berbeda, tetapi pada perusahaan yang sejenis. 
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2.2 Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan 
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk 
desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang 
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota 
BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan 
profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat 
lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan 
dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa 
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat. 
Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan 
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan 
perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; mempertahankan 
dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; menyerap, menampung, 
menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 
memproses pemilihan kepala desa; mendahulukan kepentingan 
umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; 
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menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat 
masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam 
hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi 
membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala 
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 
melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU Nomor 6 
Tahun 2014 Pasal 55)5. Oleh karenanya BPD sebagai badan 
permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, 
disamping mejalankan fungsinya sebagai jembatan 
penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, 
juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga 
representasi dari masyarakat. 
Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan 
desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa 
menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang 
datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari 
masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi 
harus melalui berbagai proses sebagai berikut :  
1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang 
dilakukan oleh BPD. 
                                                             
5 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
16 
 
2) Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat 
prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan 
Desa. 
3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan 
Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah 
Desa. 
4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah 
Desa dan BPD dengan masyarakat. 
Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur 
Nomor 3 Tahun 2015, Jumlah anggota BPD ditetapkan paling 
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, 
dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan 
kemampuan keuangan Desa. Pemilihan anggota BPD dipilih 
secara demokratis, dengan syarat berusia paling rendah 20 
(dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.6 
Dalam pasal 86 Tentang Desa mengatur tentang Hak 
anggota BPD, yaitu : 
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang 
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
pemerintah desa. 
                                                             
6 Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 Tentang Desa 
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b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa ; dan 
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan 
tugasnya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 
Adapun kewajiban anggota BPD diatur dalam pasal 86 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, yaitu : 
a. Memengang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan 
gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 
c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat desa; 
d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan/atau golongan; 
e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 
lembaga kemasyarakatan desa. 
BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi 
berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 
Pemerintah Desa. Menurut Soemartono;2006 terdapat beberapa 
jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan 
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Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan 
hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak  kedua. Kedua, 
hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan 
tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua 
dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak 
pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan 
kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, 
kerjasama dan saling menghargai. 
Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat 
desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat 
menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari 
masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat 
kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari 
pada filosofi antara lain : 
a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra; 
b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; 
c. Adanya prinsip saling menghormati; 




                                                             
7
 http://ymayoman.lecture.ub.ac.id/2012/01/kemitraan-antara-pemerintah-desa-bpd, diakses 
pada sabtu, 17 desember 2016 
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2.3 Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-
Undang No. 6 tahun 2014). 
Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan 
Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak 
dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan 
masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh 
mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa 
sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan 
demokrasi bagi setiap warganya.  Menurut kamus Wikipedia 
bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata 
“Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai 
pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga 
yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu 
masyarakat yang meliliki cara dan strategi yang berbeda-beda 
dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. 
Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah 
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dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh 
sebelum Indonesia merdeka. 
Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga 
dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa 
kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia 
sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan 
ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang 
mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut 
Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa 
adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa 
dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa 
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, 
dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa 
di Sulawesi Selatan Koentjaraningrat dkk (2005:271) 
mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-
kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-
kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru8. 
Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan 
dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah 
sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
                                                             
8
 Skripsi : Pearanan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang kabupaten Luwu, hal-26 
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Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Teknis Peraturan Di Desa yang memberikan penjelasan mengenai 
pengertian desa yang dikemukakan bahwa: 
 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingann masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
  
Pasal 1 angka 2 disebut bahwa, Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pasal 1 angka 3 disebut bahwa,Pemerintah Desa adalah 
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa”. 
     Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat 
Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris 
Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan 
unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. 
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa 
bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan 
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persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan 
tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat. Adapun 
Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa 
dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas 
segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing 
secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, 
maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat 
perangkat desa. Menurut Saparin (2011:9) 
“Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam 
pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya 
dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu 
ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah.”9 
Jadi, kepala desa sebagai Kepala Pemerintahan yang 
bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan dan 
pembangunan yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan 
dan pembangunan tersebut, Kepala Desa adalah yang paling 
memengang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat 
yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya. 
Dalam Perda Kabupaten Luwu Timur No. 5 Tahun 2015 
tentang pemerintahan Desa diatur mengenai tugas, wewenang, 
dan kewajiban Kepala Desa. 
                                                             
9 Hanif Nurcholis. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta 2011. Hal. 9 
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a. Tugas Kepala Desa 
Dalam pasal 42 ayat 1 Perda Kabupaten Luwu Timur, 
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan 
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa. 
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa berwenang : 
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
3) Memengang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan 
Aset Desa; 
4) Menetapkan Peraturan Desa; 
5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa; 
6) Membinan kehidupan masyarakat Desa; 
7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat 
Desa; 
8) Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa 
serta mengintegrasikannya agar mencapai 
perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran masyarakat Desa; 
9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
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10) Mengusulkan dan pelimpahan sebagian kekayaan 
Negara guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa; 
11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya 
masyarakat Desa; 
12) Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
13) Mengkoordinasikann pembangunan Desa secara 
partisipatif; 
14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau 
menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 
15) Melaksanakann wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c. Adapun kewajiban Kepala Desa, yaitu: 
1) Memengang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal 
Ika; 
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
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3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 
desa; 
4) Menaati dan menegakan peraturan perundang-
undangan; 
5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan 
berkeadilann gender; 
6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang 
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, 
bersi serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluru 
pemangku kepentingan di desa; 
8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa 
yang baik; 
9) Mengelola keuangan dan asset desa; 
10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa; 
11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya 
masyarakat Desa; 
14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan di desa; 
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15) Mengembangkann potensi sumberdaya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup; dan 
16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
2.4 Tinjauan Tentang Pembangunan 
Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara 
terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa 
dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran 
dan kesejahteraan. 
Menurut Siagian : 
pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan 
perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh 
suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas 
dalam rangka pembinaan bangsa”. 10 
 
Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas  
landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi 
yaitu modernisasi, dimana variable-variabel dalam pembangunan 
dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu 
dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya 
untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu 
menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh 
pemerintah dalam pembangunan. 
Ndraha, mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk 
meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa 
                                                             




depannya. Sebaliknya dia mengatakan implikasi dari defenisi 
tersebut yaitu: 
a. Pembangunan berarti membangkitkan kemauan optimal 
manusia baik dan kesejahteraan (Equity) 
b. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk 
membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang 
ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk 
kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan 
untuk memutuskan (Empowermwnt )  
c. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk 
membangun secara mandiri (Sustainability). 
d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara 
yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan 
yang saling menggantungkan dan saling menghormati 
(Interdependece). 
Ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan 
tentang pembangunan yaitu sebagai berikut: 
Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses 
berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun 
sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya 
memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. 
Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau 
hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. 
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Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang 
secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya 
nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak 
dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insedental di 
masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori 
pembangunan. 
Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana 
dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan 
perubahan. 
Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada 
modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang 
baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk 
lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan 
kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada 
pihak lain. 
Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui 
pembangunan itu bersifat multi dimensional. Artinya bahwa 
modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan 
negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya. 
Keenam, bahwa semua hal yang telah disebutkan dimuka 
ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus 
dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara 
yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, 
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks 
pembangunan manusia. Pembangunan di desa menjadi 
tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 
ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut talidzhu Ndraha 
(2002 : 9) : 
“Pembangunan Desa adalah proses dengan nama usaha-
usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa 
ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka 
untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada 
pembnagunan nasional”.11 
 
Konsep pembangunan desa menjelaskan : pembangunan 
masyarakat adalah suatu gerakan untuk memajukan suatu 
kehiduapan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan 
partisipasi aktif, bahkan jika mungkin dengan swakarsa (inisiatif) 
masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana menggugah dan 
menumbuhkembangkan partisipasi sangatlah diperlukan untuk 
proses pembangunan masyarakat itu sendiri ( DEPDAGRI). 
Menurut sondang P. Siagian : 
                                                             
11 Talidzhu Ndraha. Metodologi Pembangunan Desa. Jakarta : PT. Binakarsa. 2002. Hal. 9 
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“Pembangunan Desa adalah keseluruhan proses rangkaian 
usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan 
tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa 
serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.”12 
  
Kemudian menurut Sajogyo dan Pudjiwati Sadjogyo (2000 : 
136) pembangunan desa harus disesuaikan dengan menyeluruh, 
terpadu, dan terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat 
pokok-pokok rumusan dalam pembangunan desa, yaitu : 
a. Prinsip-prinsi Pembangunan desa, yaitu : 
 Timbangkan kewajiban yang serasi antara pemerintah 
dan masyarakat 
 Dinamis dan berkelanjutan 
 Menyeluruh, terpadu, dan terkoordinir 
b. Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Desa 
 Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam 
 Pemenuhan kebutuhan asensial masyarakat 
 Penningkatan prakarsa dan swadya gotong-royong 
masyarakat.13 
Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di 
desa merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara 
Kepala desa maupun BPD serta masyarakat itu sendiri. Sehingga 
dalam menentukan suatu program baik pembangunan fisik dan 
nonfisik dapat dirasakan manfaatnya dengan seksama bukan 
                                                             
12
 Sondang P. siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara. 2003. Hal.108 
13 Sujogyo. Pembagian dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. 2000. Hal. 136 
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hanya orang tertentu saja.Untuk itu antara BPD dan Kepala Desa 
harus sejalan. Sebagai mitra Kepala Desa, seluruh anggota BPD 
juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam 
meningkatkan peranserta masyarakat dalam membangun desa. 
Karena, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di 
sebuah desa, ditentukan oleh tinggi rendahnya dukungan yang 
diberikan masyarakat desa tersebut. 
Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa 
dalam hal ini Kepala Desa seyogianya tidak merencanakan sendiri 
perencanaan pembangunan tersebut tanpa melibatkan lembaga 
lain. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi 
masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, maka 
seharusnya Kepala Desa sebagai kepala tertinggi Pemerintahan 
Desa harus bekerja sama dengan, BPD tersebut dalam 
menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta harus 
mengikutsertakan masyarakat. 
Proses pengelolaan Pembangunan Desa sebagai berikut: 
1) Perencanaan 
Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, 
merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk 
mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai 
sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang 
hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, 
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memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan 
berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka 
perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang 
dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam 
penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan 
pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan 
suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa 
yang dilakukan secara terencana.  
Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan 
arah berarti memberikan kesempatan pada masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana 
Conyers, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi 
masyarakat mempunyai sifat penting yaitu: 
a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna 
memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan 
dan sikap masyarakat setempat. 
b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses 
persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan 
lebih mengetahui seluk beluk program dan akan 
mempunyai rasa memiliki. 
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c. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna 
memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan 
dan sikap masyarakat setempat. 
d. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses 
persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan 
lebih mengetahui seluk beluk program dan akan 
mempunyai rasa memiliki. 
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/ pikiran 
dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang 
mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok 
dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab 
terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu 
berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan. 
Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat 
dalam   musrenbag  mempunyai arti penting dalam proses 
pembangunan wilayahnya. Dengan demikian masyarakat 
mampu  menyampaikan aspirasi mereka dan masalah mereka 
sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, 
pelaksanaan dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri  dan 
partisipasi  masyarakat dalam forum musrenbag ,setidak 
masyarakat tidak  hanya sebagai objek  pembangunan tetapi 
berperan sebagai penyampai aspirasi dan perencana 
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pembangunan juga. Dengan demikian maka dengan 
adanya  partisipasi  masyarakat maka akan tercapai suatu 
pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, 
adanya mufakat bersama merupakan bentuk  hasil kerjasama 
antara pihak masyrakat dengan pemerintah ,yang saling 
mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga 
akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan 
meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari 
musrenbag dapat diterima semua pihak. 
2) Pelaksanaan 
Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu 
diadakan penyorotan terhadap kekuatan social dalam 
masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan 
pengamatan terhadap perubahan social yang terjadi. 
Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 
2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori 
kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola 
desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan 
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-
undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan 
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untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di 
negeri ini. 
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala 
desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat 
yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa 
dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan 
APBdes. 
3) Monitoring atau Evaluasi 
Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus 
proses perencanaan dan pelakasanaan kegiatan. Monitoring 
dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau 
membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. 
Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas 
yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan 
antara sumber-sumber yang digunakan dan waktu yang 
ditetapkan. Monitoring merupakan aktivitas yang 
berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk 
memberikan informasi terhadap perencana dalam 
mengidentifikasi perubahan-perubahan yuang terjadi dalam 
tahap implementasi. Monitoring merupakn mekanisme yang 
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diginakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan 
(deviations) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan 
dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan 
apa yang dilakukan. 
Dalam tahap  evaluasi diadakan analisis terhadap 
efek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan 
ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. 
Evaluasi bertujuan : 
 Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. 
 Mengukur dampak langsung yang terjadi pada 
kelompok sasaran. 
 Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-
konsekuensi lain yang mungkin trjadi di luar 
(externalities). 
2.5 Kerangka Konsep 
Setelah diterbitkannya Undang-undang No.6 Tahun 2014 
tentang Desa tentunya mempengaruhi sistem pemerintahan di 
tingkat desa. Untuk menindaklanjuti Undang-undang No.6 tahun 
2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan 
Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Desa. 
Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat 
desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu tugas 
Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan desa, sedangka 
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BPD berhak menyatakan pendapat dalam pelaksanaan 
pembangunan. Hubungan BPD dan Kepala Desa adalah mitra, 
dimana kedudukannya adalah sejajar. 
Pola hubungan kerja yang baik antara BPD dan kepala desa 
sangat penting, ada tiga pola hubungan kerja antara Badan 
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yaitu pola hubungan 
kemitraan, pola hubungan Konsultasi dan pola hubungan 
koordinasi. Bagaiama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala 
Desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam 
undang-undang juga diatur beberapa hal dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa diamana antara Kepala Desa dan BPD harus 
berinteraksi diantaranya, Kepala Desa dan BPD menyepakati 
bersama peraturan desa, Kepala Desa menyerahkan laporan 
tertulis penyelenggaraan pemeritahan kepada BPD, Kepala Desa  
megajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan 
memusyawarahkannya bersama BPD, dan Kepala Desa dan BPD 
membahas pengelolaan kekayaan milik desa. 
Proses Pembangunan Desa meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi yang sangat diperlukannya hubungan 
yang baik dari Kepala Desa dan BPD sehingga masyarakat juga 
dapat berpartisipsi aktif. Dalam Setiap proses pembangunan Desa 
baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 
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Dalam kaitannya dengan uraian yang disajikan, kerangka 
konseptual dalam penelitian yang dapat disajikan melalui gambar  
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3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Sindu agung 
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Adapun waktu 
penelitian yang dibutuhkan sekitar dua bulan. 
3.2 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 
serta memahami dan menjelaskan hubungan BPD dan Kepala 
Desa dalam proses pembangunan di Desa Sindu agung 
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, dengan 
mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan 
studi kepustakaan. 
3.3 Jenis Data Penelitian 
a. Data Primer 
Data primer adalah data penelitian yang di dapat secara 
langsung dari dari sumbernya yaitu para informan yang 
menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan 
ini berbeda, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara 
untuk mendapatkan hasil atau data yang falid dari informan 




Adapun informan dalam penelitian ini adalah : 
 Kepala Desa Sindu Agung 
 Ketua BPD Sindu Agung 
 Sekretaris BPD Sindu Agung 
 Kepala Dusun 
 Tokoh Masyarakat / Masyarakat 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui study 
pustaka (library reseach) untuk mengumpulkan data-data 
melalui buku-buku, peraturan-peraturan serta dokumen-
dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian. Peneliti/penulis akan 
mengunjungi secara langsung objek penelitian agar data 
yang didapatkan sesuai dengan realita di lapangan. 
b. Wawancara mendalam (in deep interview) 
Penelitian melakukan wawancara langsung terhadap 
informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. 
Wawancara antara peneliti dan informan face to face, 
42 
 
kemudian peneliti mengajukan mengajukan beberapa 
pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada 
informan, kemudian informan memberikan jawaban menurut 
mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik 
wawancara (in deep interview) yaitu proses memperoleh 
keterangan untuk tujua penelitian dengan cara Tanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewancara dengan informan, 
denga atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara. 
c. Library Reseach 
Cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku 
yang ada hubungannya dengan penelitian atau literature-
literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. 
d. Penelusuran data online dengan menggunakan fasilitas 
internet. 
3.5 Definisi Konsep 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang 
berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah 
dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi Konsep 
yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain: 
a. Pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Kepala Desa adalah bagaimana Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam 
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menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta bagaiamana 
mekanisme kerja antara BPD dan Kepala Desa  terutama 
dalam proses pembangunan dimana BPD bisa menjadi 
penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. 
b. Pembangunan di Desa Sindu Agung yang tertunda adalah 
pembuatan embung yang ditentang oleh masyarakat  
dikarenakan pemilihan lokasi serta masyarakat merasa tidak 
adanya konfirmasi dari pemerintah desa. 
3.6 Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut 
pengelolaan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau 
analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengelolaan data 
selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam 
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses 
pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan 
suatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan 
observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data 
yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi 
yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam 
melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan 
pembahasan di dasarkan pada focus penelitian yang telah ditetapkkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman ola hubungan kerja 
BPD dan Kepala Desa di Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana 
kabupaten Luwu Timur. 
4.1  Profil Daerah Penelitian 
4.1.1 Sejarah Desa Sindu Agung 
Desa Sindu agung adalah salah satu desa diantara sebelas 
desa yang terletak di wilaayah kecamatan mangkutana. Desa Sindu 
Agung terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Sindu Martani,  Dusun 
sindu binangun, Dusun Kalaena, dan Dusun Kalaena Baru. 
Nama margolembo adalah desa Induk pemekaran dari Desa 
Sindu Agung belum dikenal, yang dkenal adalah Dusun Sindu 
Martani, Dusun Sindu Binangun, dan Dusun Kalaena sebagai 
Dusun di desa induk dengan Kepala Desa “Siti Rokayah” dan 
Sekretarisnya “Ambru Saptono”. Desa tersebut berstatus definitive 
dari unit desa transmigrasi yang telah diserahkan kepada 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 
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Pada rentan tahun 2011-2012 Ibu Siti Rokayah sebagai 
Kepala Desa pada saat itu telah menerima proposal dari tokoh 
masyarakat Desa Margolembo pada khususnya tokoh-tokoh 
masyarakat Dusun Sindu Martani, Dusun sindu Binangun, dan 
Dusun Kalaena saat itu untuk melakukan pemekaran Desa Induk 
margolembo menjadi Desa Pemekaran Sindu Agung. Pada Tahun 
2011 SK perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2011 
tentang pembentukan Desa Asana, Desa Kalatiri, Desa Lambara 
Harapan Kecamatan Burau, Desa Rinjani, Desa Tarengge Timur, 
Desa Madani Kecamatan wotu, Desa rante Mario Kecamatan 
Tomoni, Desa Sindu Agung, Desa Wonorejo timur 
KecamatanMangkutana, Desa Sumbe Makmur Kecamatan 
Kalaena, Desa Watangpanua, Desa wanasari Kecamatan Angkona, 
dan Desa Matompi Kecamatan Towuti. Serta M. Sayuti diangkat 
menjadi pejabat sementara Kepala Desa (PJS Kepala Desa Sindu 
agung). Awal Tahun 2012 nama Desa Pemekaran desa Sindu 
Agung dikenalkan dan diterima secara sah menjad Desa Sindu 
Agung, terlepas dari Desa Indukya yakni Desa Margolembo. 
Sedangkan Kantor desa pemekaran menempati salah satu rumah 
warga yang diizinkan kapada desa persiapan Sindu Agung. 
Pada Tahun 2012 Pejabat Camat Mangkutana adalah Bapak 
Satri, SE dan PJS Kepala Desa Sindu Agung adalah M. Sayuti. 
Pada awal pemerintahan telah dirintis pembangunan Kantor Desa 
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Sindu agung di lokasi tanah desa di dekat Sekolah Pondok 
esantren al-Muhajirien.Kantor desa tersebut dapat ditempati 
dengan sempurna pada awal tahun 2016.Dan masaa jabatan 
Bapak M. Sayuti terhitung SK April 2012 – SK april 2013 setahun 
masa menjabat. Selanjutnya diadakan pemiliha Kepala Desa Sindu 
Agung yang definitive. 
Setelah menyisikan satu kandidat lainnya pada tahun 2013, 
M. Aris Suprojo diangkat menjadi Kepala Desa Sindu Agung 
definitive hasil pilihan warga Desa Sindu Agung yang masa 
jabatannya terhitung 6 tahun mengikuti keluarnya Undang-undang 
Desa Nomor 6 Tahun 2014. 
4.1.2 Kondisi Umum Desa Sindu Agung 
1. Keadaan Geografis Desa 
a. Batas wilayah 
 Sebelah Timur : Desa Pertasi Kencana 
 Sebelah Utara : Desa Teromu 
 Sebelah Barat : Desa Margolembo 
 Sebelah selatan : Desa Margolembo 
b. Luas wilayah 
Luas Desa Sindu Agung sekitar 8,13    , sebagian 
lahan di Desa Sindu Agung digunakann sebga tempat 
tinggal, lokasi pemerintahan dan sebagian besar 
dipergunakan untuk lahan pertanian. 
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c. Keadaan Topografi 
Secara umum keadaan topografi Desa Sindu Agung 
adalah dataran rendah dan merupakan daerah yang rawan 
banjir disetiap musim hujan datang. 
2. Iklim 
Iklim Desa Sindu Agung sebagaimana desa-desa lain di 
wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yaitu, kemarau 
dan penghujan. 
- Bulan basah rata-rata 7 bulan Januari s/d Juli 
- Bulan kering rata-rata 5 bulan Agustus s/d Desember 
dengan kelembaban 8-10 jam/hari dan suhu / temperature 
27-300C. 
3. Wilayah administrasi pemerintahan Desa 
Secara struktur pemerintahan yang ada, maka pemerintahan 
Desa Sindu Agung terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 
Kaur orang, 2 Kasi orag, Bendahara, pengurus Barang, Operator 
Komputer, Kepala Dusun 4 Orang, RT 10 orang, dan BPD 7 orang. 
Desa Sidu Agung terdiri atas 4 dusun, yakni Dusun Sindu 
Martani, Dusun Sindu Agung, Dusun Kalaena, dan Dusun Kalaena 
Baru dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 10 orang, 






Wilayah administrasi Desa Sindu Agung 
Dusun Jumlah Rukun Tetangga (RT) 
Sindu Martani 2 
Sindu Binangun 3 
Kalaena 3 
Kalaena baru 2 
          Sumber Data : Profil Desa Sindu Agung Tahun 2016 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan 
jumlah dusun yang ada di Desa Sindu Agung maka dapat 
dikatakan pelaksanaan pemerintahan dalam konteks pelayanan 
pemerintahan bisa dikelola secara profesional karena wilayah Desa 
Sindu Agung yang tidak begitu luas dibagi atas empat Dusun, 
dimana setiap Dusun bisa terbagi atas 2-3 Rukun Tetangga 
sehingga pelayanan pemerintahan bisa berjalan secara efektif 
tanpa ada konflik yang terjadi antara satu pihak dengan pihak 
lainnya. 
4.1.3 Keadaan sosial dan Ekonomi 
4.1.3.1 Jumlah Penduduk 
Penduduk Desa Sindu Agung terdiri atas 538 Kepala 
Keluarga (KK), dengan jumlah jiwa 1.790 orang. Berikut 







Jumlah Penduduk Desa Sindu Agung  
No Nama Dusun 
Jumlah  Jumlah 
 (L + P) L P 
1 Sindu Martani 199 196 399 
2 Sindu Binangun 244 264 508 
3 Kalaena 231 229 460 
4 Kalaena Baru 213 210 423 
Total 891 899 1790 
Sumber Data : Laporan Jumlah Penduduk Desa Sindu Agung 
Januari 2017 
 
Tabel di atas menggambarkan bahwa Desa Sindu Agung 
memiliki jumlah penduduk 1.790 jiwa. Dengan perbandingan jumlah 
penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 891 jiwa dan 
perempuan 899 jiwa, dimana jumlah penduduk perempuan lebih 
mendominasi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Dari empat 
Dusun yang ada di Desa Sindu Agung, Dusun Sindu Binangun 
merupaka dusun yang jumlah penduduknya lebih banyak 
dibandingkan dengan dusun lainnya yaitu sebanyak 508 orang. 
4.1.3.2 Tingkat Kesejahteraan 
Dari jumlah 538 jumlah Kepala Keluarga di Desa Sindu 
Agung dibagi menjadi dua kelompok yaitu keluarga prasejahtera 
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dan keluarga sejahtera. Berikut perbandingan jumlah KK sejahtera 
dan prasejahtera di desa Sindu Agung, yaitu : 
Tabel 4.3 
Jumlah KK Sejahtera dan Prasejahtera di Desa Sindu Agung 
Tahapan keluarga Jumlah 
Keluarga Prasejahtera 445 KK 
Keluarga Sejahtera I 20 KK 
Keluarga Sejahtera II 20 KK 
Keluarga sejahtera III 15 KK 
Keluarga Sejahtera III Plus 38 KK 
Jumlah 538 KK 
 Sumber Data : Profil Desa sindu agung Tahun 2016 
Berdasarkan tabel di atas dari 538 KK yang ada di Desa 
Sindu Agung Keluarga Prasejahtera masih sangat tinggi jumlahnya 
yakni sebanyak 445 KK dibandingkan dengan Keluarga Sejahtera. 
Dalam mengatasi jumlah keluarga yang masih dalam kategori 
prasejahtera pemerintah desa telah melakukan beberapa tindakan 
yang dirasa mampu untuk mengatasinya seperti, pengadaan raskin 
dan pengadaan bedah rumah. 
4.1.3.3 Mata Pencaharian 
Desa Sindu Agung adalah salah satu desa pemekaran yang 
tercepat dalam pembangunan dari sebelas desa Se-Kecamatan 
Mangkutana, sebagian penduduk desa ini bekerja sebagai petani, 
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peternakan, wiraswasta, pengrajin, dan PNS. Berikut perbandingan 
persentase jenis mata pencaharian penduduk : 
Tabel 4.4 
Mata Pencaharian Penduduk di Desa Sindu agung 
No. Mata Pencaharian Persentase 
1. Petani 70% 
2. Peternak 8% 
3. Wiraswasta 10% 
4. Pengrajin 4% 
5. PNS 5% 
 Sumber Data : Profil Desa Sindu agung Tahun 2016 
 Berdasarkan tabel di atas mata pencaharian penduduk Desa 
Sindu Agung yang terbesar adalah petani sebanyak 70%, 
wiraswasta 10%, Peternak 8%, PNS 5%, dan Pengrajin 4%. Mata 
pencaharian utama penduduk desa Sindu Agung yaitu Petani hal 
ini juga di dukung denga luas wilayah Desa  sekitar 8,13     dan 









4.1.4 Sarana dan Prasarana 
Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa 
Sindu agung : 
4.1.4.1 Sarana Umum 
Tabel 4.5 
Sarana Umum di Desa Sindu Agung 
No. Sarana Jumlah 
1. Kantor Desa 1  
2. Pasar -  
3. Pelabuhan -  
4. Terminal -  
5. TPI - 
6. Balai Pertemuan 1  
7. Kantor Pos -  
8. Pekuburan 1 
9. Puskesdes 1 
10. Perpustakaan Desa - 
 Sumber Data : Profil Desa Sindu agung Tahun 2016 
 Berdasarkan tabel di atas bahwa sarana umum yang ada di 
Desa Sindu Agung hanya balai pertemuan sebanyak 1 buah 
sedangkan utuk sarana lainnya belum ada dikarenakan kebutuhan 
serta daya gunanya yang dirasa masih kurang dan juga bukan 
menjadi kebutuhan penting dikalagan masyarakat seperti 
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pelabuhan dan terminal. Sedangkan untuk pasar walaupun bukan 
berada di wilayah Desa tetapi lokasi pasar masih mudah untuk 
dijangaku oleh masyarakat. 
4.1.4.2 Sarana Pendidikan 
Tabel 4.6 
Sarana Pendidikan di Desa Sindu Agung 
No. Sarana Jumlah 
1. TK 2 Buah 
2. Sekolah Dasar (SD) / Ibtidaiyah 2 Buah 
3. SMP / MTS 1 Buah 
4. SMA / MA 1 Buah 
 Sumber Data : Profil Desa Sindu agung Tahun 2016 
 Berdasarkan tabel di atas bahwa sarana pendidikan yang 
ada di Desa Sindu Agung sebanyak 6 buah, mulai dari jenjang 
Taman Kanak-kanak (TK) 2 buah, Sekolah Dasar (SD) / Ibtidaiyah 
2 buah, SMP / MTS 1 buah, dan SMA / MA 1 buah. 
4.1.4.3 Sarana Keagamaan 
Tabel 4.7 
Sarana Keagamaan di desa Sindu Agung 
No. Sarana Jumlah 
1. Masjid 5 Buah 
2. Musholah 3 Buah  
3. Pura - 
4. Gereja 1 Buah 
    Sumber Data : Profil Desa Sindu Agung Tahun 2016 
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   Berdasarkan tabel di atas sarana ibadah yang ada di Desa 
Sindu Agung yakni, Masjid 5 buah, Musholah 3 buah, dan Gereja 1 
buah. Masyarakat desa Sindu Agung merupakan mayoritas 
beragama Islam. 
4.1.4.4 Prasarana Transportasi 
Tabel 4.8 
Prasarana Transportasi 
No. Sarana Jumlah 
1. Provinsi 545 km 
2. Kabupaten 65 km 
3. Kecamatan 5 km 
  Sumber Data : Profil Desa Sindu Agung Tahun 2016 
   Berdasarkan tabel di atas, jarak tempuh desa Sindu Agung 
ke ibu kota provinsi adalah 545 km atau sekitar 10-12 jam 
perjalanan darat, sedangkan jarak desa Sindu Agung ke ibu kota 
kabupaten yaitu 65 km atau sekitar 1 jam perjalanan, untuk jarak 
tempuh desa Sindu Agung ke kecamatan hanya membutuhkan 
waktu sekitar 15 menit perjalanan saja. 
4.1.4.5 Prasarana Penerangan 
Tabel 4.9 
Prasarana Penerangan 
No. Sarana Jumlah 
1. PLN 480 Rumah Tangga 
2. Bukan PLN 58 rumah Tangga 
  Sumber Data : Profil Desa Sindu Agung tahun 2016 
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  Berdasarkan tabel di atas, jumlah rumah penduduk di Desa 
Sindu agung yang sudah memiliki sarana penerangan dari PLN 
adalah 480 rumah tangga sedangkan sisahnya yaitu sebanyak 58 
rumah tangga belum memiliki atau menggunakan sarana lainnya. 
4.1.4.6 Kualitas Jalan 
Tabel 4.10 
Kualitas Jalan 
No. Sarana Jumlah 
1. Aspal 5 km 
2. Sertu 2 km 
3. Tanah 3 km 
4. Setapak 5 km 
5. Jalan Tani 5 km 
   Sumber data : Profil desa Sindu Agung tahun 2016 
  Berdasarkan tabel di atas, kualitas jalan di Desa Sindu 
Agung adalah 5 km aspal, 2 km sertu, 3 km tanah, 5km setapak, 
dan 5 km jalan tani. 
4.1.5 Pemerintahan 
Desa Sindu Agung menganut sistem kelembagaan 
Pemerintahan Desa demokrasi yang berasaskan Pancasila, UUD 
1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.Untuk mencapai 
penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya sebuah 
program pembangunan dan penataan sistem pemerintahan yang 
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disesuaikan dengan kerangka program kegiatan RPJM-Des dan 
Peraturan Daerah sebagai acuan. 
4.2  Gambaran Pemerintah Desa Sindu Agung 
4.2.1 Visi dan Misi Desa Sindu Agung 
4.2.1.1 Visi 
      Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang  
keadaan masa depan yang diinginkan dengan meihat potensi 
dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Sindu Agung ini 
dilakukan dengna pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-
pihak yang berkepentingan di Desa Sindu agung seperti 
Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 
Lembaga Masyarakat desa, dan masyarakat Desa pada 
umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti 
satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka 
berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Sindu Agung 
adalah: 
“ Memperbaiki Roda Pemerintahan Dalam Rangka 
Meningkatkan Pelayanan Dan Membentuk Masyarakat bersih, 
berakhlakulkarimah, Tertib dan Indah (BERBAKTI) “ 
4.2.1.2 Misi 
Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang    
akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan 
kata lain Misi Desa Sindu Agung merupakan penjabaran (break 
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down) lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan 
dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan 
situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari 
usaha-usaha mencapaian Visi Desa Sindu Agung. 
Untuk meraih Visi Desa Sindu Agung seperti yang sudah 
dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan 
hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi 
Desa Sindu Agung sebagai berikut : 
1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk 
menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan 
antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena 
adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya 
dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan 
penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, 
pemupukan, dan pola tanam yang baik. 
4. Menata Pemerintahan Desa Sindu Agung yang kompak dan 
bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat. 




6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan 
pertanian. 
7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan 
Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA ( Himpunan 
Petani Pemakai Air ) untuk memfasilitasi kebutuhan Petani. 
8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. 
9. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di 
dalam melestarikan Lingkungan Hidup. 
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik 
formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati 
seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu 
menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur 
(wirausahawan). 
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk 
pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, 
peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap 
pengolahan hasilnya. 
4.2.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 
Hasil penjaringan dan potensi yang telah dilakukan di 
masing-masing dusun kemudian disaring dan dikelompokkan, lalu 
dikaji dan dianalisa dalam musyawarah desa yang telah 
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 juli 2013 di Kantor Desa 
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Sindu Agung. Adapun proses pengkajian yang dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut : 
1. Penentuan Peringkat Masalah 
Penentuan peringkat masalah bertujuan untuk mengetahui 
prioritas-prioritas permasalahan yang harus segera 
dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam penentuan ini 
adalah perengkingan atau pembobotan. 
2. Pengkajian Pemecahan Masalah 
Pengkajian pemecahan masalah dilakukan untuk 
menemukan berbagai alternatif tindakan pemecahan 
masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah 
dan potensi yang ada. 
3. Penentuan Peringkat Tindakan 
Pada tahap ini pengkajian dititik beratkan pada tindakan 
masalah yang paling layak digunakan untuk memecahka 
masalah. Dan setelah tindakan yang layak ditetapkan 
kemudian diadakan lagi musyawarah ke-2 untuk 
merumuskan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. 
Waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan akan 
berlangsung selama 5 Tahun 2013-2015, sedang sumber 
pembiayaan pemerintah bersumber dari pemerintah, masyarakat, 
ataupun pihak ketiga. 
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 Pembiayaan pemerintah bersumber dari APBD, Alokasi 
Dana Desa (ADD), ataupun Dana Stimulan Desa. 
 Pembiayaan dari masyarakat berupa sumbangan dan 
partisipasi sukarela, ataupu dari dana karang taruna desa 
(Berupa PAD). 
 Sedangkan dari pihak ketiga bersumber dari Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri (PNPM), dll.14 
Adapun strategi Pembangunan Desa sindu Agung adalah 
sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa 
dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). 
2. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. 
3. Meningkatkan pembagunan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan prasarana pendidikan dan kesehatan. 
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta 
meningkatkan pembangunan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi. 
5. Pembinaan lembaga dan organisasi kemasyrakatan. 
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. 
7. Penguatan dan peningkatan kapasitas dan keterampilan 
masyarakat. 
                                                             
14 RPJM Desa Sindu Agung Tahun 2013-2018 
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4.2.2 Pemerintah Desa 
Adapun urusan Pemerintah Desa yang menjadi 
kewenangan desa meliputi: 
a. Kewenangan berdasarakan hak asal usul; 
b. Kewenangan lokal berskala Desa; 
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, dan; 
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemmerintah, 
Pemerintahan Daerah  sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Penyelenggaraan pemerinthan dan pelaksanaan 
pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf 
hidup da kesejahteraan masyarakat melalui penetapan 
kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun 
penyelenggara Pemerintah Desa Sindu Agung terdiri dari : 
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 
3. Kaur Tata Usaha dan Umum 
4. Kaur Perencanaan 
5. Kaur Keuangan 
6. Kasi Pemerintahan 
7. Kasi kesejahteraan dan Pelayanan 
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8. Kepala Dusun Sindu Binangun 
9. Kepala Dusun Sindu Martani 
10. Kepala Dusun Kalaena 
11. Kepala Dusun Kalaena Baru 
Struktur Pemerintah Desa Sindu Agung Kecamatan 
Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada 











































M. Aris Suprojo 
Sekretariat Desa 
Ajek Sejati 
Kaur                        
Tata Usaha & Umum 
Herry . S 
Kaur       
Perencanaan    
Eko susanto, S.Pdi 







Kasi        
Kesejahteraan & 
Pelayanan 
Rasid . K 
Kepala Kewilayahan  / Kepala Dusun 
Dusun                   
Sindu Binangun 
Widi Harso 
Dusun            
Sindu Martani 
Hartadi 
Dusun           
Kalaena Baru 
Ngatijan 






4.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja 
Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa. 
Jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan 
Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Dalam menjalankan tugasnya  
BPD  mempunyai fungsi : 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa. 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. 
c. Melakukan pengawasankinerja Kepala Desa. 
Anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk 
desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya 
dilakukan secara demokratis. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa dijelaskan bahwa 
jumlah anggota BPD ditetapkan denga jumlah gasal, paling sedikit 
5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan 
memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan 
keuangan desa. Jumlah anggota BPD di Desa Sindu Agung 
sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : 
1. Ketua BPD : 1 Orang 
2. Wakil Ketua : 1 Orang 
3. Sekretaris : 1 Orang 
4. Anggota : 4 Orang 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sindu Agung 
dibagi atas beberapa komisi yang memiliki tugas masing-masing 
yaitu sebagai berikut : 
A. Komisi Pemerintahan 
Tugas dari komisi pemerintahan, yaitu : 
1. Mengajukan rancangan peraturan Desa. 
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan 
peraturan desa dan rancangan keputusan BPD yang 
masuk bidang tugas masing-masing. 
3. Merumuskan materi untuk bahan penyusunan 
keputusan pimpinan BPD. 
4. Menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan 
BPD. 
5. Mengusulkan pembentukan dan pengangkatan 
Kepala Desa. 
B. Komisi Ekonomi dan Pembangunan 
Tugas dari komisi ekonomi dan pembangunan adalah, 
sebagai berikut : 
1. Mengawasi pengelolaan administrasikeuangan desa. 
2. Ikut merumuskan bahan penyusunan APB Desa. 
3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknispengembangan ekonomi masyarakat 
dan potensi desa. 
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4. Menganalisa dan mengkaji perkembangan ekonomi 
masyarakat. 
5. Mengawasi kegiatan admisistrasi pembangunan. 
C. Komisi Kemasyarakatan 
Adapun tugas dari komisi kemasyarakatan adalah, 
sebagai berikut : 
1. Menerima, mengolah, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat yang disampaikan sesuai dengan bidang 
tugasnya dan melaporkan hasilnya pada pimpinan. 
2. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat. 
3. Ikut menjaga nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat 
masyarakat setempat. 
4. Melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan 
masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 
5. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program 
kegiatan keagamaan. 
6. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan 
kehidupan beragama. 
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, 




Adapun struktur pengurus BPD Desa Sindu Agung dapat dilihat 
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4.3  Pola Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Kepala Desa dalam Proses Pembangunan 
Kedudukan Kepala Desa dan BPD dapat dikatakan sebagai 
pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa 
menetapkan Peraturan Desa. Disamping itu, Kepala Desa 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara 
institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas 
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disisi lain BPD 
juga memiliki fungsi yaitu menampung aspirasi masyarakat. 
Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan 
wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi 
bertanggungjawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala 
Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi, dan 
koordinasi. 
Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan 
Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan 
koordinatif. Pola hubungan ini sangat diperlukan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, 
bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan 
pelayanan kepada masyrakat. Berikut ini akan di uraikan ketiga 
pola hubungan tersebut : 
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4.3.1 Pola Hubungan Kemitraan 
Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai 
sektor, kelompok masyrakat, lembaga pemerintahan maupun 
bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu 
tujuan bersama berdasarkan kesepakatann prinsip dan peran 
masing-masing. Denga demikian untuk membangun kemitraan 
harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan 
perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling 
menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan visi, 
misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan 
yang sama dan kesediaan untuk berkorban. 
Kemitraan antara adan Permusyawaratan Desa dan 
Kepala Desa dalam arti antara Kepala Desa dan BPD 
melakukan kerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan 
Desa. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas 
pemerintahan desa yakni : 
4.3.1.1 Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Membahas 
dan Menyepakati Bersama Peraturan Desa 
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang di tetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. Membahas dan menyepakati 
peraturan desa merupakan pola hubungan kerja antara Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang 
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termasuk dalam Kemitraan. Kemitraan muncul karena minimal 
ada dua pihak yang bermtra. Pola kemitraan hubungan kerja 
antara Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan rancangan 
peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun 
yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa akan 
dibahas bersama. Hal ini didukung oleh pernyataan dari 
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa : 
“Rancangan peraturan desa bisa diusulkan oleh BPD maupun 
kepala desa, namun seperti yang diatur dalam Peraturan 
Menteri ada beberapa hal yang memang bukan wewenangnya 
BPD seperti, rancangan perdes tentang rencana pembangunan 
jangka menengah desa, rancangan perdes tentang rencana 
kerja pemerintah desa, rancangan perdes tentang peraturan 
desa tentang APB Desa, dan rancangan perdes tentang 
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB 
Desa.”15 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam perancangan 
peraturan desa, peraturan desa bisa diusulkan oleh Kepala Desa 
maupun Badan permusyawaratan Desa. Tetapi seperti yang tertera 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan 
Pemerintah Desa  pada pasal 7 dijelaskan bahwa : 
1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan 
peraturan desa. 
2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang 
rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan 
                                                             
15 Hasil wawancara oleh Sekretaris BPD Desa Sindu Agung, tanggal 25 febrruari 2017 
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Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 
rancangan Peraturan Desa tentang laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. 
3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan 
BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa 
usulan BPD. 
Dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sindu Agung 
seperti di jelaskan di atas bahwa Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan 
Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana 
pembangunan jangka menengah desa, rancanga Peraturan desa 
tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangna Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan rancangan Peraturan desa tentang laporan 
pertanggungjaaban realisasi pelaksanan APB Desa. 
Peraturan Desa yang di prakasai oleh Kepala Desa setelah di 
susun wajib di konsultasikan kepada masyarakat desa, yang 
selanjutnya masukan dari masyarakat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam penyusunan Peraturan desa. Selain dengan 
masyrakat Peraturan Desa yang diprakasai oleh Kepala Desa juga 
dapat di tunjukan kepada Camat untuk meminta bahan 
pertimbangan. Setelah itu Kepala Desa kembali menyusun 
73 
 
peraturan desa yang kemudian akan di bahas bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. Setelah peraturan desa selesai dibahas 
dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD sebelum peraturan 
desa tersebut mendapat pengesahan terlebih dahulu peraturan 
desa yang telah ditetapkan diminta persetujuan oleh masyarakat. 
Berikut pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa 








Berdasarkan pola hubungan Kepala Desa dan badan 
Permusyawaratan Desa pada gambar 4.3, Badan 
Permusyawaratan Desa juga dapat mengajukan rancangan 
peraturan desa yang kemudian akan dibahas bersama Kepala 
Desa. Sebelum BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas 
dan menyepakati rancangan peraturan desa, terlebih dahulu Badan 
permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rancangan peraturan 









desa dalam hal ini BPD di Desa Sindu Agung ada komisi yang 
bertanggungjawab yaitu komisi pemerintahan. Salah satu tugas dari 
komisi Pemerintahan yaitu mengajukan rancangan peraturan desa 
juga melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan desa 
dan rancangan keputusan BPD yang masuk bidang tugas komisi 
masing-masing. 
Berikut Tabel tentang Peraturan Desa Sindu Agung yang telah 
ditetapkan selama tahun 2016  : 
Tabel 4.11 
Peraturan Desa Sindu Agung tahun 2016 
No. Peraturan Desa Sindu Agung Tahun 2016 
1. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 TentangLaporan 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun 2016. 
2. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
RPJMDES 
3. Peraturan desa Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017 
4. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 
2016 
5. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
Wilayah Dusun Kalaena Baru 
7. Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2016 Tentang Badan Usaha 




Berdasarkan tabel diatas, Peraturan Desa yang telah telah 
disahkan selama tahun 2016 ada 7 Peraturan Desa yaitu, Perdes 
tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja desa tahun 2016, Perdes tentang perubahan RPJMDESA, 
Perdes tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) tahun 
2017, Perdes tentangperubahan anggaran pendapatan dan belanja 
desa desa tahun anggaran 2016, Perdes tentang pembentukan 
wilayah dusun Kalaena Baru, dan Perdes tentang badan usaha 
milik desa (BUMDES). 
4.3.1.2 Kepala Desa menyerahkan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada BPD Secara Tertulis 
Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh kegiatan 
manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat sesuai kewenangan desa. 
Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggraan desa wajib 
memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggraan 
pemerintahan desa setiap akhir tahun anggran kepada Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam laporan tersebut memuat 
tentang penyelenggraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyrakat selama satu tahun anggraan berjalan. 
76 
 
Bentuk pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam hal ini adalah mitra yang 
berarti kedudukan antara Badan Permusyawaatan Desa (BPD) 
dan Kepala Desa sejajar . Pola kemitraan Kepala Desa 
menyerahkan laporan penyelenggraan pemerintahan desa secara 
tertulis kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) dapat di lihat 







Berdasarkan gambar 4.4 dalam penyerahan laopran 
penyelenggraan  pemerintahan desa di desa Sindu Agung adalah 
setelah Kepala Desa menyusun laporannya selanjutnya akan 
diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Badan 
Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggraan 
pemerintahan desa dari Kepala Desa maka Badan 
Pemusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan 
Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk 









didukung oleh pernyataan dari Sekretris Badan Permusyawaratan 
Desa Sindu Agung  : 
“Laporan yang diserahkan kepada BPD selanjutkan akan 
kami musyawrahkan untuk dievaluasi. Setelah melakukan 
evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas 
atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi pada 
desa, setelah ada penjelasan dari kepala desa maka BPD 
akan musywarah kembali sampai laporan tersebut clear”16 
Berdasarkan hasil wawancara di atas laporan 
penyelenggraan pemerintahan desa yang telah di evaluasi oleh 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa sindu Agung 
apabila BPD merasa dalam laporan penyelenggraan pemerintahan 
masih ada ketidakjelasan maka laporan tersebut akan di 
kembalikan ke desa atau BPd akan meminta keterangan langsung 
kepada Kepala desa terkait masalah yang ada . Ketika Kepala 
Desa telah memberikan alasan-alasannya maka Badan 
ermusyawaratan akan kembali mengadakan musyawarah untuk 
mengevaluasi kembali apakah alas an yang diberikan Kepala 
Desa bisa diterima atau tidak sampai menemui kejelasan. Hasil 
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun 
anggran akan digunakan sebaga pedoman dalam penyusun 
rencana kerja tahun anggran berikutnya. 
 
                                                             
16 Hasil wawancara oleh Sekretaris BPD Desa Sindu Agung, tanggal 25 februari 2017 
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4.3.1.3 Kepala Desa Mengajukan Rancangan anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa dan Memusyawarahkannya bersama BPD 
Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat horizontal dalam arti 
kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa 
menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD), dan dilain pihak masyarakat juga memberikan kewenangan 
dan partisipasi kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan 
dan perbedaan fungsi antara Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat dari pembahasan dan 
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des). 
Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
bahwa BPD dapat mengajukan rancangan desa kecuali 
Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan 
jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa tentang 
rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Dalam 
Peraturan Menteri tersebut memnag diterangkan bahwa BPD tidak 
boleh mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. Pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan 
dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini 
79 
 
senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Sindu 
Agung ; 
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memang diajukan 
oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan 
bersama BPD dan setelah APB Desa telah 
dimusyawarahkan dan telah disahkan maka BPD akan 
bertindak dalam pengawasan pelaksanaannya.”17 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam pembuatan 
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh 
Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan 
Permusyawaratan Desa dengan pertimbangan atau evaluasi APBD 
tahun sebelumnya.Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa di tetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan 
memimpin Pemerintahan di desa sedangkan Badan 
Permusyawaratan desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa 
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah di 
sepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. 
4.3.1.4 Kepala Desa dan BPD Membahas bersama Pengelolaan 
Kekayaan Milik Desa 
Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari 
kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggran 
Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang 
sah. 
                                                             
17 Hasil wawancara oleh Kepala Desa, tanggal 15 Maret 2017 
80 
 
Aset Desa dapat berupa tannah kas Desa, tanah ulayat, 
pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, 
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata 
air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. 
Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur 
Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa aset desa juga dapat berupa : 
a. Barang milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 
b. Barang milik Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan 
atau yang sejenisnya. 
c. Barang milik Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai denga ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
d. Hasil kerjasama desa 







Berdasarkan peraturan daerah di atas, berikut aset desa yang 
dimiliki oleh Desa Sindu Agung . 
Tabel 4.12 
Aset Desa Sindu Agung  
No. Uraian 
1. Tanah 
2. Peralatan dan Mesin 
3. Kendaraan 
4. Gedung dan Bangunan 
5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
6. Aset Tetap Lainnya 
7. Konstruksi dalam Pengerjaan 
 
Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai 
dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, 
dan pengendalian aset desa. 
4.3.2 Pola Hubungan Konsultasi 
Hubungan Kerja Kepala Desa denga Badan Permusyawaratan 
Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, 
seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga 
Kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, 
kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan 
serta hal-hal lainnya yang menyangkut pemerintahan desa. 
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Konsultasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan 
Desa (BPD) di Desa Sindu Agung bisa dikatakan berjalan dengan 
cukup baik. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Desa 
sindu Agung. 
“Untuk hubungan kerja dengan BPD kami lebih fleksibel, 
di luar pertemuan regular seperti Musyawarah Dusun 
dan Musyawarah Desa, BPD dalam penyampaian 
kepada Kepala Desa ada 2 yaitu konsultasi dan Duduk 
Desa. Untuk Konsultatif penyampaian BPD lebih 
mengarah pada informasi-informasi ringan yang bisa 
langsung ditindaklanjuti, sementara Duduk Desa BPD 
melaksanakan rapat dan menyurat kepada Pemerintah 
Desa.”18 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pola 
hubungan BPD dan Kepala Desa di Desa Sindu Agung lebih 
fleksibel karena BPD bisa menyampaikan masukan atau 
pendapatnya kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala 
Desa dengan cara konsultatif dimana cara penyampaiannyapun 
bisa melalui telfon, hal-hal yang disampaikan juga merupakan 
informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Desa. Sedangkan untuk Informasi yang 
membutuhkan perencanaan yang lebih matang lagi BPD dan 
Kepala Desa akan duduk bersama untuk membahas masalah 
yang ada. Hal yang biasa di sampaikan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa di Desa Sindu 
                                                             
18 Hasil Wawancara oleh Kepala Desa Sindu Agung, tanggal 27 februari 2017 
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Agung merupakan hal-hal yang bisa langsung ditindaklanjuti 
oleh pemerintah desa seperti penentuan lokasi jumat bersih. 
Badan Permusyawaratan Desa Sindu Agung dalam 
menjalankan tugasnya dibagi menjadi beberapa komisi yaitu 
Komisi Pemerintahan, Komisi Pembangunan, dan Komisi 
Kemasyarakatan. Sedangkan BPD dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya terutama menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat dibantu oleh Kepala Dusun, hal ini sesuai dengan 
apa yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Sindu Agung : 
“Masyarakat biasanya dalam menyampaikan aspirasi 
memang lebih banyak menyampaikan kepada Kepala 
Dusun, kemudian Kepala Dusun menyampaikan kepada 
BPD. BPD sendiri sebenarnya ada jadwal untuk turun 
langsung di masyarakat tetapi memang belum berjalan 
secara maksimal.”19 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, Masyarakat Desa 
Sindu Agung lebih sering menyampaikan apa yang dirasa perlu 
kepada Kepala Dusun kemudian ketika Kepala Dusun merasa 
apa yang disampaikan masyarakat penting dan mendesak 
maka Kepala Dusun akan mengadakan musyawarah Dusun 
yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini juga di 
dukung oleh pernyataan dari Kepala Dusun Kalaena Baru : 
“Biasanya memang masyrakat datang ke saya untuk 
menyampaikan aspirasinya, lalu saya akan 
menyampaikannya kepada BPD untuk mengadakan 
musyawarah bersama masyarakat sehingga masyarakat 
                                                             
19 Hasil Wawancara oleh Ketua BPD desa Sindu Agung, tanggal 25 februari 2017 
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bisa langsung berdiskusi denga BPD dan BPD bisa 
menyampaikan Kepada Pemerintah Desa.”20 
Berikut Gambar mengenai kelembagaan Desa di Desa SIndu Agung : 
Gambar 4.5 
















 Pengaruh (Lingkarannya besar berarti pengaruh atau manfaat lembaga 
bagi masyarakat juga besa, demikian sebaliknya) 
 
 Jangkauan ( Tanda panah pendek berarti jangkauan atau interaksi 
lembaga dengan masyarakat juga dekat, demikian sebaliknya) 
 
                                                             






















 Pembatas ( Lembaga yang berada dalam tanda pembatas berarti 
lembaga tersebut dalam area desa) 
 
Berdasarkan gambar 4.5 menunjukan bahwa peran Kepala 
Dusun dibandingkan dengan Badan Permusyawaratan Desa 
memang lebih besar pengaruhnya terhadap masyarakat. 
Pola hubungan konsultasi antara Badan Permusyawaratan 
desa (BPD) dan Kepala Desa di dalam pembangunan dapat dilihat 
pada perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan 
pembangunan yang ada di Desa. Konsultasi anatara Kepala Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindu Agung dalam 
pelaksanaannya terjalin dengan fleksibel. Hal yang biasa di 
konsultasikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 
penyampaiann-penyampaian ringan yang bisa langsung untuk 
ditindaklanjuti tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu. 
Pelaksanaan pembangunan haruslah pembangunan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau 
berdasarkan aspirasi masyarakat. Kesesuain pembangunan juha 
dapat dilihat dari potensi yang ada di desa, oleh karena Kepala 
Desa sebagai pimpinan yang ada di desa dalam pelaksanaannya 
harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa agar 




4.3.3 Pola Hubungan Koordinasi 
Hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala 
Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari 
pelaksanaan program  atau kegiatan yang berasal dari pemerintah. 
Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di 
desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi 
hak Desa itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa setelah 
dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 
Desa telah banyak mengalami perubahan dalam sistem 
penyelenggraannya. Desa memiliki kewenangan sendiri, 
kewenangan Desa yaitu meliputi Kewenangan berdasarkan hak 
asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang 
ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah , dan kewenangan 
lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah kabupaten Luwu 
Timur No. 3 Tahun 2015 bahwa kewenagnga desa berdasarkan 
hak asal-usul desa terdiri atas : 
a. Sistem organisasi masyarakat adat 
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat  
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat 
d. Pengelolaan tanah kas desa 
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e. Pengembangan peran masyarakat desa 
Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa yaitu : 
a. Pengelolaan tambatan perahu 
b. Pengelolaan pasar desa 
c. Pengelolaan tempat pemandian umum 
d. Pengelolaan jaringan irigasi 
e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa 
f. Pembinaan kesehatan masyarakat desa dan pengelolaan 
pos pelayanan terpadu 
g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar 
h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan 
i. Pengelolaan embung desa 
j. Pengelolaan air minum berskala desa 
k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah 
pertanian. 
Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan 
Desa dalam proses pembangunan. Salah satunya dalam 
pembnagunan embung. Pelaksanaan pembangunan embung di 
Desa Sindu Agung tidak berjalan dengan baik.Koordinasi antara 
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dirasa kurang, 
karena Kepala Desa tidak berkoordinasi dengan BPD pada saat 
Kepala Desa ingin membuat membangun embung. Kepala Desa 
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menginformasikan kepada BPD saat akan dilaksanakannya 
kegiatan.  
4.3.4 Pembangunan  di Desa Sindu Agung 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Kelahiran undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, diharapkna mampu untuk mengakomodir kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh 
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa 
bertugas menyelenggarakann Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut senada dengan 
pernyataan dari Kepala Desa Sindu Agung : 
“Ada 4 item di Pemerintahan Desa yang menjadi 
tanggungjawab Kepala Desa yaitu, pembangunan 
infrastruktur atau yang biasa disebut dengan pembangunan 
desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, peningkatan 
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kapasitas, dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Desa) seperi karangtaruna, kelompok tani, dan lain-lain yang 
dalam pelaksanaannya selalu bekerjasam dengan Badan 
Permusyawaratan Desa.”21 
Berdasarkan hasil wawancara di atas di Desa sindu Agung 
ada 4 item di desa yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa harus bekerjasama dan dalam 
pelaksanaanya. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
di Desa Sindu Agung lebih fleksibel dalam setiap kegiatan. Empat 
item tersebut adalah pembangunan infrastruktur, pemberdayaan 
kemasyarakatan desa, peningkatan kapasitas seperi meningakatan 
kapasitas pemerintah desa, penyelengggraan pemerintahaan desa 
, peningkatan kapasitas Badan Pemusyawaratan Desa, dan LPMD 
atau lembaga pemberdayaan masyarakat Desa yang didalamnya 
terdapat kelompok tani dan karangtaruna. 
Sebagai salah satu desa yang masih terhitung baru, Desa 
Sindu Agung adalah salah satu Desa pemekaran yang dapat 
dikatakan tercepat dalam pemangunann dari 11 Desa yang ada di 
Kecamatan Mangkutana. Berikut tabel pembangunan di Desa sindu 




                                                             




Pembangunan Desa sindu Agung Tahun 2014 
No. Nama Proyek Volume 
Sumber dan Besaran Biaya Sifat Proyek 
Pemerintah Swadaya Jumlah Baru Lanjutan 





Pembentukan Badan Jalan 
+ 930 MT 
    
200.000.000 √ 
  proteksi + Plat Duiker 4 unit 
3 
Pemeliharaan Jalan desa 
  
APBD 




Pembangunan Box Culvert 
1 unit APBD   
247.757.000   
√ 
Desa Sindu Agung 
5 Jides Desa sindu Agung 
  
APBD 
  129.700.000 
√ 
  





Pembangunan Pagar SDN 
115 mt APBD 
  
99.950.000 √ 
  157 Sindu Agung 
 
Berdasarkan tabel diatas, ada 7 kegiatan pembangunan 
yang terlaksana di Desa Sindu Agung selama tahun 2014. 
Pembangunan yang terlaksana selama tahun 2014 ada 2 
pembangunan yang bersifat berkelanjutan yaitu, pemeliharaan 
jalan Desa Sindu Agung yang berupa pengerasan jalan di 
beberapa titik dan pembangunan box culvert Desa Sindu Agung. 
Ada 5 pembangunan yang bersifat baru yaitu, pembangunan 
Puskesdes sebanyak 1 unit, pembentukan badan jalan sepanjang 
930 mt dan proteksi serta pembangunan plat deker sebanyak 4 unit 
yang menghabiskan total dana Rp. 200.000.000 juta rupiah, 
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pembangunan Jides Desa Sindu Agung, pleningan tersier BK. 4 
sepanjang 475  m, dan pembangunan pagar SDN 157 Sindu 
Agung. 
Tabel 4.14 
Pembangunan Desa Sindu Agung Tahun 2015 
No. Nama Proyek Volume 
Sumber dan Besaran Biaya Sifat Proyek 
Pemerintah Swadaya Jumlah Baru Lanjutan 
1 
Pembangunan Jaringan  















Pembangunan Jaringan  







Pengaspalan Jalan Tengah 
800 mt APBD   899.802.000 √ 
  Sindu Agung 
5 
Lanjutan Pembangunan  







Pembangunan Ruang Guru 
1 unit APBN 
  
135.000.000 √ 
  SDN 157 Sindu agung 
7 
Pemeliharaan Jalan ruas 
  APBD 
  
473.500.000 √ 
  Margolembo - Kalaena 





Pengerasan Jalan Tani BK. 
5 
300 mt APBD 
    
√ 
  





Berdasarkan tabel diatas, pembangunan di Desa Sindu 
Agung pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan 




terlaksan sedangkan pada tahun 2015 ada 10 pembangunan 
yang terlaksana. Pembanguna pada tahun 2015 juga masih ada 
yang merupaka pembangunan yang merupakan lanjutan dari 
pembangunan tahun-tahun sebelumnya, tidak seperti pada 
pembangunan pada tahun 2014 pada tahun 2015 sumber dana 
yang digunakan dalam proses pembangunan berasal dari APBN, 
APBD, dan ADD. Pembangunan yang sumber dananya berasal dari 
APBN ada sebanyak 5 embangunan yaitu, pembnagunan jaringan 
irigasi tersier, pengembangan jaringan irigasi tersier, dan 
pembangunan ruang guru SDN 157 Sindu Agung. Sedangkan 
pembangunan yang sumber dananya dari APBD ada sebanyak 4 
pembngunan yaitu, pengaspalan jalan tengah Sindu Agung, 
pemeliharaan jalan ruas Margolembo - Kalaena, pembangunan 
pagar pustu, dan pengerasan jalan tani BK. 5. Pembangunan yang 
sumber danannya berasal dari ADD ada sebanyak 2 yaitu, lanjutan 










Pembangunan Desa Sindu Agung Tahun2016 
No. Nama Proyek Volume 
Sumber dan Besaran Biaya Sifat Proyek 
Pemerintah Swadaya Jumlah Baru Lanjutan 
1 
Lening BK. 4 Tersier 







Pengerasan Badan Jalan 
283 mt ADD 
  
28.790.500 √ 
  Dusun Sindu Martani 
3 
Pembuatan Proteksi 
29 mt ADD 
  
9.029.596 √ 
  Dusun Sindu Martani 
4 
Pengerasan Badan Jalan 
213 mt DD   31.944.200 √ 
  Dusun Kalaena ruas I 
5 
Plat Deker Dusun Kalaena 
3 unit DD 
  
34.011.893 √ 
  Ruas I 
6 
Pengerasan Badan Jalan 
87 mt DD 
  
7.609.000 √ 
  Dusun kalaena Ruas 1 
7 
Plat Deker Dusun Kalaena 
1 unit DD 
  
8.835.424 √ 
  Ruas II 
8 
Pengerasan Badan Jalan  
303 mt DD 
  
29.175.600 √ 
  Dusun kalaena Baru 
9 
Plat Deker Tipe II 
1 unit DD 
  
31.079.504 √ 
  Dusun kalaena Baru 
10 
Plat Deker Tipe I 
1 unit DD 
  
11.720.780 √ 
  Dusun Kalaenan Baru 
11 
Proteksi Dusun kalaena 
113 mt ADD 
  
66.635.514 √   
Baru 
12 
Pengerasan Badan Jalan 
833 mt DD 
  
79.378.200 √ 
  Dusun Sindu Binangun 
13 
Plat Deker Dusun Sindu 
3 unit 
DD   33.436.665 √ 
  Binangun 
14 
Pembangunan JidesBk 3 







Pembangunan Pagar SDN  





157 Sindu agung 
16 
Pembangunan Lumbung  
1 paket APBD 
  
244.700.000 √ 
  dan lantai Jemur 
17 
Pembangunan Plat Deker + 1 unit LHP + Silpa 
  
20.000.000 √ 














Irigasi Dusun Sindu Martani TA 2016 
19 
Pembangunan Sanggar  










  Dusun kalaena 
 
Berdasarkan tabel diatas, pembangunan di Desa Sindu 
Agung pada tahun 2016 mengalami meningkatan yang cukup 
signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 
2015 hanya ada 10 pembnagunan yang terlaksana. Sementara 
pada tahun 2016 peningkatan menjadi 20 pembangunan yang 
terlaksana baik pembangunan yang bersifat baru maupun 
pembangunan yang bersifat lanjutan. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pola 
hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
Kepala Desa yaitu kemitraan, Konsultasi, dan koordinasi. Pola 
Hubunga kerja yang baik antara badan permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Kepala Desa baik dalam penyelenggraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa sangatlah penting. 
Pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Kepala Desa di Desa sindu Agung sendiri sudah baik 
terbukti dengan tidak pernah terjadi perselisihan antara BPD dan 
Kepala Desa, hanya saja dalam pelaksanaannya hubunga kerja 
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antara BPD dan Kepala Desa belum maksimal. Hal tersebut 
senada dengan pernyataan Bapak Sayuti sebagai salah satu tokoh 
masyarakat di Desa Sindu Agung : 
“untuk hubungan kerja antara BPD dann Kepala Desa itu 
sebenarnya sudah baik, karena selama ini tidak pernah ada 
perselisihan antara BPD dan Kepala Desa, hanya saja BPD 
kurang proaktif dalam menjalankan tugasnya, lebih banyak 
ikut sama Kepala Desa”22 
Berdasarkan hsil wawancara di atas bahwa hubungan kerja 
anatara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa 
dirasakan oleh masyarakat sudah cukup baik, hanya saja 
kurangnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya menyebabkan masyarakat merasa 
kurang optimalnya peran dan fungsi BPD. 
Pola hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan desa 
(BPD) dan Kepala Desa tidak hanya dilihat dari penyelenggraan 
pemerintahan desa saja. Tetapi juga dalam proses pembangunan 
yang ada di Desa. Pola kemitraan, konsultasi, dan koordinasi juga 
bisa dilihat dala proses pembangunan yang ada di Desa. Pola 
koordinasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Sindu Agung 
dirasa kurang optimal dikarenakan ada beberapa pembangunan 
yang sempat mengalami masalah dalam pelaksanaannya. 
 Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sindu Agung 
tidak selamanya berjalan mulus. Salah satu pembangunan yang 
                                                             
22 Hasil wawancara oleh tokoh masyarakat Desa Sindu Agung Bapak Sayuti, 29 Februari 2017 
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menjadi perdebatan di masyarakat adalah rencana pembangunan 
embung pada akhir tahun 2015.Hal tersebut senada dengan 
pernyataan dari salah satu warga yaitu : 
“Masyarakat bukannya tidak setuju dengan pembangunan 
embung tetapi pemilihan lokasi yang dirasa kurang tepat 
karena dekat dengan Tempat Pemakaman Umum, yang 
dikhawatirkan oleh masyrakat ketika embung dibangun 
dilokasi yang sama maka aka mengurangi luas dari tanah 
wakaf yang serahusnya digunakan untuk TPU”.23 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat Desa 
Sindu Agung kebertan dengan lokasi yang dipilih oleh Pemerintah 
Desa untuk pembuatan embung. Masyarakat juga merasa 
kurangnya sosialisasi terhadap pembangunan tersebut kepada 
masyrakat, atau tidak adanya konfirmasi kepada masyarakat. 
Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Kepala 
desa Sindu Agung. Kepala Desa Sindu Agung menyatakan bahwa 
pengerjaan yang dilakukan di lokasi tanah wakaf tersebut tidak 
akan mengurangi tanah wakaf untuk Tempat Pemakaman Umum 
dikarenakan memang tanah tersebut merupakan tanah dataran 
rendah yang tidak bisa digunakan sebagai tanah makasm 
dikarenakan kondisi tanah yang berair. 
“Kami memang berencana membuat embung tetapi dana 
yang dibutuhkan dalam pembuatan embung sangat besar. 
Pengerjaan yang dilakukan pada saat itu hanya berupa 
                                                             
23 Hasil wawancara oleh masyarakat Desa Sindu Agung bapak Lilik, tanggal 28 Februari 2017 
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perbaikan sehingga ketika akan pelaksanaan pembuatan 
embung dana yang digunakan tidak begitu besar.”24 
Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat 
terjadi perbedaan pendapat dimana masyrakat merasa bahwa 
pengerjaan yang dilakukan pemerintahan desa merupakan 
pengerjaan embung dan terhenti karena masyrakat desa menolak 
pembuatan embung dilokasi tanah wakaf tersebut. Sedangkan 
Kepala Desa menyatakan bahwa pengerjaan yang dilakukan oleh 
pemerintah desa di tanah wakaf tersebut hanya tahap awal saja. 
Pengerjaan tersebut juga tidak ada laporan 
pertanggungjawabannya dikarenakan pembiayaannya merupakan 
dana lebih pada saat pengerjaan jalan tani pada tahun 2015. 
Pada tahun 2016 Kepala Desa menetapkan peraturan Desa 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMD) tahun 2013-2018. 
Perubahan tersebut akhirnya meniadakan pembuatan embung 






                                                             






Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil penelitian 
dan pembahasan mengenai Hubungan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Proses Pembangunan di Desa 
Sindu Agung Kecamatan Mangutana Kabupaten Luwu Timur, maka 
dapat disimpulkan bahwa,Pola hubungan kerja antara Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa adalah dalam bentuk 
hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. 
- Bentuk pola hubungan kemitraan yaitu Kepala Desa dan Badan 
permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati 
peraturan Desa, Kepala Desa menyerahkan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada 
BPD, Kepala Desa mengajukan rancangan APBD dan 
memusyawarahkannya bersama BPD, dan Kepala desa dan 
BPD membahas tentang kekayaan milik Desa. 
- Pola hubungan konsultasi Kepala Desa dalam pembentukan 
lembaga Kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau 
staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional 




- Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada 
di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang 
menjadi hak Desa itu sendiri. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan 
pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi pemerintah Desa 
Sindu Agung maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu Pola 
hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa 
harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam konsultasi dan 
koordinasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa. 
Sedangkan dalam hal pembangunan Pemerintah Desa Sindu 
Pgung perlu peningkatan dalam hal perencanaan sehingga tidak 
aka nada pembangunan yang akan tertunda dikarenakan ditolak 
oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas dari Badan 
Permusyawaratan Desa juga perlu ditingkatkankan terutama dalam 
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Gambar  : Wawancara bersama Kepala Desa Sindu Agung, Sekretaris Badan 
































BUPATI LUWU TIMUR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 
NOMOR 3 TAHUN 2015 
TENTANG 
DESA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LUWU TIMUR, 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112  Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu Timur; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Desa; 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 
Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4270); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
2 
 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); 
11. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
13. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 
14. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
15. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 
dan 
BUPATI LUWU TIMUR 
MEMUTUSKAN: 




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presiden  dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Desa. 
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 
7. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah  lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 
10. Desa  adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam  sistem  pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis 
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah  
musyawarah  antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.   
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki 
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 
dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Desa.   
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang  
ditetapkan  oleh Kepala Desa setelah dibahas dan  disepakati  bersama 
Badan Permusyawaratan Desa.   
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 




18. Kawasan PerDesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber  daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang  dan  barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan  asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah 
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan  
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
22. Dana Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan 
dan  belanja  negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer 
melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota 
dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, 
pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan 
pemberdayaan masyarakat.  
23. Alokasi  Dana  Desa,  selanjutnya  disingkat  ADD,  adalah  dana 
perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dalam  Anggaran 
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  setelah  dikurangi 
Dana Alokasi Khusus.  
24. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  selanjutnya  disebut  APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak 
lainnya yang sah.  
26. Barang  Milik  Desa  adalah  kekayaan  milik  Desa  berupa  barang 
bergerak dan barang tidak bergerak.  
27. Hari adalah hari kerja. 
BAB II 




Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan: 
a. rekognisi; 
b. subsidiaritas; 
c.  keberagaman; 
d. kebersamaan; 
e.  kegotongroyongan; 
f.  kekeluargaan; 





j.  partisipasi; 
k. kesetaraan; 





Pengaturan Desa bertujuan: 
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b.  memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 
sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan 
bagi masyarakat Desa;  
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab; 
f. meningkatkan  pelayanan  publik  bagi warga  masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial 
sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 
pembangunan nasional; dan 
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 
BAB III 
RUANG LINGKUP 
Pasal 4                      
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. penataan desa;  
b. kewenangan desa  
c. penyelenggaraan pemerintahan desa; 
d. musyawarah desa; 
e. peraturan desa; 
f. keuangan dan aset desa; 
g. pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; 
h. badan usaha milik desa; 
i. kerja sama desa;dan 







Penataan Desa meliputi: 
a.  pembentukan; 
b.  penghapusan; 
c.  penggabungan; 
d.  perubahan status; dan 
e.  penetapan Desa. 
Pasal 6 
Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertujuan: 
a.  mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan 
e. meningkatkan daya saing Desa. 
BAB  V 
PEMBENTUKAN DESA 
Pasal 7 
(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 
merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. 
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa 
masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial, budaya 
masyarakat Desa serta kemampuan dan potensi Desa. 
(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi syarat: 
a. batas  usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pembentukan; 
b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 
(enam ratus) kepala keluarga; 
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; 
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 
e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya 
manusia, dan sumberdaya ekonomi pendukung; 
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang 
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 
g.  sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; 
dan 
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 
lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4)  Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui Desa persiapan. 
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(5)  Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. 
(6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan 
statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) 
tahun. 
(7)  Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan 
berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa. 
(8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Tim 
Pembentukan Desa yang dibentuk oleh Bupati. 
(9) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 
Pasal 8 
Pembentukan Desa dapat berupa: 
a.  pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau 
b.  penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) 
Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. 
Pasal 9 
Dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf a, Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan rencana pemekaran 





(1)  Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas 
oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan 
kesepakatan. 
(2)  Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam 
melakukan pemekaran Desa. 
(3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati. 
Pasal 11 
(1)  Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) membentuk Tim 
Pembentukan Desa Persiapan. 
(2)  Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit terdiri atas: 
a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, 
pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan 
peraturan perundang-undangan; 
b. camat; dan 
c.  unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan 
pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. 
(3)  Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan 
verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4)  Hasil verifikasi Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang 
menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan. 
(5)  Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan. 
Pasal 12 
Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat 
ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan. 
Pasal 13 
(1)  Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (5) kepada Gubernur untuk penerbitan surat yang memuat 
kode register Desa persiapan. 
(2)  Kode Register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari kode Desa induknya. 
(3)  Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai 
dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan. 
(4)  Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa 
jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling 
banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. 
(5)  Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya. 
(6)  Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi: 
a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; 
b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber 
dari APB Desa induk; 
c.  pembentukan struktur organisasi; 
d. pengangkatan perangkat Desa; 
e.  penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; 
f.  pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; 
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi 
pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan 
kesehatan; dan 
h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa. 
(7)  Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
Penjabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. 
Pasal 14 
(1)  Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) kepada: 
a. kepala Desa induk; dan 
b. Bupati melalui camat. 
(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 
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(3)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan 
pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan evaluasi 
tingkat perkembangan Pemerintahan Desa Persiapan. 
(4)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati 
kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi. 
(5)  Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati 
menyusun rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Desa 
Persiapan menjadi Desa. 
(6)  Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dibahas bersama dengan DPRD. 
(7)  Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari 
Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah dimaksud kepada 
Gubernur untuk di evaluasi. 
 
Pasal 15 
(1) Apabila Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Pemerintah 
Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan 
Daerah dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari. 
(2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap 
rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (7), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan 
tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 
penolakan oleh Gubernur. 
(3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak 
memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Bupati dapat 
mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta Sekretaris 
Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah. 
(4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang 
telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut 
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan 
Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya. 
 
Pasal 16 
(1)  Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah 
mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri. 
(2)  Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran 
peta batas wilayah Desa. 
Pasal 17 
(1)  Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi 
Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk. 
(2)  Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk 






(1) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, 
merupakan tindakan menghapuskan Desa yang dilakukan dalam hal 
terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena 
bencana alam. 
(2)  Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 




Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa 
dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru. 
Pasal 20 
(1)  Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa yang 
berbatasan menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf c, dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang 
bersangkutan. 
(2)  Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan 
melalui mekanisme: 
a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa; 
b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan 
penggabungan Desa; 
c.  hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan 
bersama BPD; 
d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala Desa yang 
bersangkutan; dan 
e.  para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan 
Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan 
melampirkan kesepakatan bersama. 
(3)  Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa. 
BAB  VI 
PERUBAHAN STATUS DESA 
Pasal 21 
Perubahan status Desa meliputi: 
a.  Desa menjadi kelurahan; 
b.  kelurahan menjadi Desa; dan 
c.  Desa adat menjadi Desa. 
Bagian Kesatu 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan 
Pasal 22 
Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat: 
a. luas wilayah tidak berubah; 
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b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) 
kepala keluarga; 
c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan 
kelurahan; 
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta 
keanekaragaman mata pencaharian; 
e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status 
penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri 
dan jasa; dan 
f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. 
Pasal 23 
(1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan 
prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran 
dan pendapat masyarakat Desa setempat. 
(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati 
dalam musyawarah Desa. 
(3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dituangkan ke dalam bentuk Keputusan Kepala Desa. 
(4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan 
status Desa menjadi kelurahan. 
(5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan 
kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi 
masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan 
perubahan status Desa menjadi kelurahan. 
(7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi 
kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 
Perubahan Status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan 
rakyat daerah untuk dibahas dan disetujui bersama. 
Pasal 24 
(1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah 
statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya. 
(2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan 
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. 
(3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah 
Daerah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Aparatur Sipil 
Negara. 
Bagian Kedua 
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa 
Pasal 25 
(1)  Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi 
kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perDesaan. 
(2)  Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan 




Perubahan Desa Adat Menjadi Desa 
Pasal 26 
(1)  Status Desa adat dapat diubah menjadi Desa. 
(2)  Perubahan status Desa adat menjadi Desa harus memenuhi syarat: 
a. luas wilayah tidak berubah; 
b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam 
ratus) kepala keluarga; 
c. tersedia sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya 
pemerintahan Desa; 
d. potensi ekonomi yang berkembang; 
e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan 
f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. 
 
Pasal 27 
(1)  Perubahan status Desa adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan 
prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran 
dan pendapat masyarakat Desa setempat. 
(2)  Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati 
dalam musyawarah Desa adat. 
(3)  Kesepakatan hasil musyawarah Desa adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan kepala Desa adat. 
(4)  Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan oleh kepala Desa adat kepada Bupati sebagai usulan 
perubahan status Desa adat menjadi Desa. 
(5)  Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan 
kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6)  Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi 
masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan 
perubahan status Desa adat menjadi Desa. 
(7)  Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa adat 
menjadi Desa, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah 
tentang perubahan status Desa adat menjadi Desa kepada DPRD untuk 
dibahas dan disetujui bersama. 
(8)  Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan 
rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi. 
Pasal 28 
Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 
pembentukan Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan 








Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat 
Pasal 29 
Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat dalam 
Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
BAB  VII 
PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT 
Pasal 30 
(1)  Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang telah 
mendapatkan kode Desa. 
(2)  Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 
dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa dan Desa adat. 
(3)  Desa dan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
Pasal 31 
(1)  Penetapan Desa adat dilakukan dengan mekanisme: 
a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan 
b. pengkajian terhadap Desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi 
Desa adat. 
(2)  Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 
majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis. 
Pasal 32 
(1)  Bupati menetapkan Desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan 
hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 
(2)  Penetapan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam rancangan peraturan daerah. 
(3)  Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan 
kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada 
Menteri untuk mendapatkan kode Desa. 
(4)  Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register 





Kewenangan Desa meliputi: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b. kewenangan lokal berskala Desa; 
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan 
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 





(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: 
a. sistem organisasi masyarakat adat; 
b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 
(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: 
a. pengelolaan tambatan perahu; 
b. pengelolaan pasar Desa; 
c. pengelolaan tempat permandian umum; 
d. pengelolaan jaringan irigasi; 
e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa; 
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 
terpadu; 
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 
i. pengelolaan embung Desa; 
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
k. pembuatan jalan Desa antarpemukiman ke wilayah pertanian. 
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, 
kondisi dan kebutuhan lokal 
Pasal 35 
Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Desa adat 
paling sedikit meliputi: 
a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; 
b. pranata hukum adat; 
c. pemilikan hak tradisional; 
d. pengelolaan tanah kas Desa adat; 
e. pengelolaan tanah ulayat; 
f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;  
g. pengisian kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan 
h. masa jabatan kepala Desa adat. 
Pasal 36 
(1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa adat, pelaksanaan pembangunan 
Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa adat, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa adat. 
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(2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemeritahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Desa adat membentuk kelembagaan yang 
mewadahi kedua fungsi terserbut. 
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa adat atau sebutan 
lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada 
perangkat Desa adat atau sebutan lain. 
Pasal 37 
(1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa. 
(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dana kewenangan lokal berskala 
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti 
oleh Pemerintahan Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. 
Pasal 38 
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
BAB IX 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
Pasal 39 
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. 
Pasal 40 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: 
a. kepastian hukum; 
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; 
c. tertib kepentingan umum; 
d. keterbukaan; 
e. proporsionalitas; 
f. profesionalitas;  
g. akuntabilitas; 
h. efektivitas dan efisiensi;  
i. kearifan lokal; 





Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah Kepala 






(1)  Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berwenang: 
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c.  memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. menetapkan Peraturan Desa; 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. membina   ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m.mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 
b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 
lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; 
dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 
perangkat Desa. 
(4)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 




b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. memelihara  ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan  kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa; 
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; 
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 
n. memberdayakan  masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 
o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan 
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
Pasal 43 
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Desa wajib: 
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir 
tahun anggaran kepada Bupati; 
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir 
masa jabatan kepada Bupati; 
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan  secara  
tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan 
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun 
anggaran. 
Pasal 44 
(1)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui camat 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 
(2)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; 
c.  pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan 
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 
(3)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar 





(1)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, disampaikan kepada 
Bupati melalui camat. 
(2)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum 
berakhirnya masa jabatan. 
(3)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling rendah memuat: 
a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; 
b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 
untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; 
c.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan 
d.hal yang dianggap perlu perbaikan. 
(4)  Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala 
Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan. 
Pasal 46 
(1)  Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, setiap akhir tahun anggaran 
disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah berakhirnya tahun anggaran. 
(2)  Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan 
Desa. 
(3)  Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan kinerja kepala Desa. 
Pasal 47 
Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi 
yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. 
Pasal 48 
(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 dikenai sanksi administrasi 
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 
(2)  Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 
Pasal 49 
Kepala Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 
pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban-nya; 




e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 
g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang 
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; 
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan kepala daerah; 
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari berturut-turut tanpa 
alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan. 
Pasal 50 
(1)  Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau 
teguran tertulis. 
(2)  Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 
Paragraf 2 
Pemilihan Kepala Desa 
Pasal 51 
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah 
Daerah. 
(2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali 
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak, Bupati 
menunjuk penjabat kepala Desa. 
(4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari 
pegawai negeri sipil Daerah. 
Pasal 52 
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 
sederajat; 
e.  berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 
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f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat 
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana 
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik 
bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 
kejahatan berulang-ulang; 
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
k. berbadan sehat; dan 
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. 
m. bebas temuan dari Pemerintah Daerah bagi kepala desa yang sedang 
menjabat dan pernah menjabat. 
Pasal 53 
(1)  Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. 
(2)  Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil. 
(3) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 
(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas 
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan 
persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, 
menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa. 
(5)  Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bersifat mandiri dan tidak memihak. 
(6)  Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh 
masyarakat Desa. 
(7) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran  Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
Pasal 54 
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: 
a. persiapan 
b. pencalonan; 
c. pemungutan suara; dan  
d. penetapan. 
(2)  Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
atas kegiatan: 
a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan 




b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan 
dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah 
pemberitahuan akhir masa jabatan; 
c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan 
akhir masa jabatan; 
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada 
Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari 
setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan 
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan. 
(3)  Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri atas kegiatan: 
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 
(sembilan) Hari; 
b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta 
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua 
puluh) Hari; 
c.  penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; 
d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala 
Desa; 
e.  pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) 
Hari; dan 
f.  masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum hari dan 
tanggal pelaksanaan pemungutan suara 
(4)  Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, terdiri atas kegiatan: 
a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; 
b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau 
c.  dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) 
orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara 
yang lebih luas. 
(5)  Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri 
atas kegiatan: 
a. calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang 
memperoleh suara terbanyak. 
b. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling 
lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara; 
c. laporan BPD mengenai calon kepala Desa terpilih kepada Bupati 
paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia 
pemilihan; 
d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan 
pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak 
diterima laporan dari BPD; dan 
e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa 
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan 
pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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(6)  Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, 
adalah wakil Bupati atau camat. 
(7)  Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib 
menyelesaikan perselisihan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
Hari. 
Pasal 55 
(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak 
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan 
penetapan calon terpilih. 
(2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa. 
 
Pasal 56 
(1)  Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa 
harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 
(2)  Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan 
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa 
tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. 
 
Pasal 57 
(1)  Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa 
diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai calon kepala Desa sampai 
dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. 
(2)  Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap 




Pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa yang 
diselenggarakan khusus untuk itu dalam jangka waktu paling lambat 6 
(enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme 
sebagai berikut: 
a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang 
meliputi: 
1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD 
paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa 
diberhentikan; 
2. pengajuan biaya pemilihan kepala Desa yang dialokasikan pada APB 
Desa oleh panitia pemilihan dengan menyampaikan kepada penjabat 
kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia 
terbentuk; 
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa 
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia 
pemilihan; 
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia 
pemilihan dalam waktu 15 (lima belas) Hari; 
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh 
panitia pemilihan dalam waktu 7 (tujuh) Hari; dan 
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6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling 
sedikit  2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang 
dimintakan pengesahan melalui musyawarah Desa untuk ditetapkan 
sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. 
b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: 
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang 
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 
2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah 
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan 
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan 
suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan 
kepada musyawarah Desa; 
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; 
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa 
kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa 
mengesahkan calon kepala Desa terpilih; 
7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua 
BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima 
laporan dari panitia pemilihan; 
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon 
kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak 
diterimanya laporan dari BPD; dan 
9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 
sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala 
Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
    Pasal 59 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/ 
berjanji. 
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan 
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, 
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam 
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; 
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”. 
Pasal 60 
Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang pada 
hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh 
belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. 
Pasal 61 
(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh 
panitia pemilihan Kepala Desa. 
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(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai 
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. 
(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
Pasal 62 
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
tanggal pelantikan. 
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling 
lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara 
berturut-turut. 
(3) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa 
jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 
(satu) periode masa jabatan.  
 
Pasal 63 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud dala Pasal 51 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
Paragraf 3 
Pemberhentian Kepala Desa 
Pasal 64 
(1)  Kepala Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c.  diberhentikan. 
(2)  Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
karena: 
a. berakhir masa jabatannya; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau 
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa. 
(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 
Pasal 65 
Kepala   Desa   diberhentikan   sementara   oleh Bupati setelah dinyatakan 
sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. 
 
Pasal 66 
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan 
sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau 




Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 dan Pasal 66 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai 




(1)  Kepala  Desa  yang  diberhentikan  sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 dan Pasal 66 setelah melalui proses peradilan ternyata 
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak penetapan putusan pengadilan   diterima oleh Kepala Desa, Bupati 
merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang 
bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa 
jabatannya. 
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus 
merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. 
 
Pasal 69 
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 dan Pasal 66, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
 
Pasal 70 
(1)  Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, 
Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai 
penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. 
(2)  Penjabat  Kepala  Desa  melaksanakan  tugas, wewenang, kewajiban, dan 
hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.  
 
Pasal 71 
(1)  Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati 
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai 
penjabat Kepala Desa. 
(2)  Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan ditetapkannya 
Kepala Desa. 
(3)  Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui 
Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52.  
(4)  Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) dilaksanakan 
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. 
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(5)  Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis 




Perangkat Desa terdiri atas: 
a.  sekretariat Desa; 
b.  pelaksana kewilayahan; dan 
c.  pelaksana teknis.  
Pasal 73 
(1)  Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bertugas 
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
(2)  Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh 
Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. 
(3)  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala 
Desa. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan perangkat Desa akan 
diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
Pasal 74 
(1)  Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diangkat dari 
warga Desa yang memenuhi persyaratan: 
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang 
sederajat; 
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) 
tahun;  
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling 
singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 
d. bebas temuan Pemerintah Daerah 
 (2) Mekanisme pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan sebagai berikut: 
a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi 
calon perangkat Desa; 
b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai 
pengangkatan perangkat Desa; 
c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon 
perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan 
d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam 
pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. 
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat 
Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati. 
Pasal 75 
(1)  Pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang akan diangkat menjadi 




(2)  Dalam hal pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, 
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama 
menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri 
sipil. 
Pasal 76 
Perangkat Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
d. melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga dan/atau golongan 
masyarakat tertentu; 
e. melakukan  tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 
g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, dan jabatan lain yang 
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan 
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan kepala daerah; 
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau 
tidak tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Pasal 77 
(1)  Perangkat  Desa  yang  melanggar  larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan 
dan/atau teguran tertulis. 
(2)  Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 
Pasal 78 
(1)  Perangkat Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c.  diberhentikan. 
(2)  Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, karena: 
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 
b. berhalangan tetap; 
c.  tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau 
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d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 
(3)  Pemberhentian  perangkat  Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas 
nama Bupati. 
(4)  Pemberhentian  perangkat  Desa  dilaksanakan dengan mekanisme 
sebagai berikut: 
a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai 
pemberhentian perangkat Desa; 
b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai 
pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala 
Desa; dan 
c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam 
pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. 
Paragraf 5 
Penghasilan Pemerintah Desa 
Pasal 79 
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap 
bulan. 
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Daerah dan 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan  kesehatan. 
Pasal 80 
(1)  Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang 
bersumber dari ADD. 
(2)  Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat 
Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: 
a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus); 
b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan 
maksimal 50% (lima puluh perseratus); 
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) 
digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan 
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta 
rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). 
(3)  Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, 
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. 
(4)  Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: 
a. kepala Desa; 
b. sekretaris Desa paling rendah 70% (tujuh puluh perseratus) dari 
penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan 
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c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling rendah 50% (lima puluh 
perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. 
(5)  Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati. 
Pasal 81 
(1)  Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
74, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan 
penerimaan lain yang sah. 
(2)  Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(3)  Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
Bagian Kedua 




(1)  Anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 
demokratis. 
(2)  Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 
(3)  Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk 
masa keanggotaan paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau 




BPD mempunyai fungsi:  
a.  membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa; 
b.  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 





BPD berhak:  
a.  mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; 
b.  menyatakan   pendapat   atas   penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
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c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
 
Paragraf 4 
Hak Anggota BPD 
Pasal 85 
Anggota BPD berhak: 
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c.  menyampaikan usul dan/atau pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e.  mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;dan 
f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, 
sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. 
 
Paragraf 5 
Kewajiban Anggota BPD 
Pasal 86 
Anggota BPD wajib: 
a.  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
c. menyerap,   menampung,   menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat Desa; 
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 
kelompok, dan/atau golongan; 
e.  menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan 




Larangan Anggota BPD 
Pasal 87 
Anggota BPD dilarang: 
a.  merugikan kepentingan umum,  meresahkan sekelompok   masyarakat 
Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; 
b.  melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 
c.  menyalahgunakan wewenang; 
d.  melanggar sumpah/janji jabatan; 
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e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; 
f. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan-undangan; 
g. sebagai pelaksana proyek Desa; 
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau 





Persyaratan calon anggota BPD adalah:  
a.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b.  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan  Undang-
Undang Dasar  Negara Republik   Indonesia   Tahun   1945,   serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
c.  berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah 
menikah; 
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 
sederajat; 
e.  bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 
f.  bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan 
g.  wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. 
 
Pasal 89 
(1)  Jumlah anggota BPD ditetapkan   dengan   jumlah   gasal,   paling 
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan 
memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan 
Keuangan Desa. 
(2)  Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan Bupati. 
(3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji 
secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk. 
(4) Susunan  kata sumpah/janji  anggota BPD sebagai berikut: 
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan 
memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa 
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya 
akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila 
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan 





Pengisian Keanggotaan BPD 
Pasal 90 
(1)  Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui 
proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan 
menjamin keterwakilan perempuan. 
(2)  Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah 
perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa 
membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. 
(3)  Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan 
jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. 
(4)  Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada 
Peraturan Daerah ini. 
Pasal 91 
(1)  Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 
ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota 
BPD dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa 
keanggotaan BPD berakhir. 
(2)  Panitia pengisian anggota BPD menetapkan calon anggota BPD yang 
jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 
(3)  Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses 
pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan 
langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4)  Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses 
musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur 
masyarakat yang mempunyai hak pilih. 
(5)  Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian 
anggota BPD kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak 
ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. 
(6)  Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati 
paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari 
panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati. 
 
Pasal 92 
(1)  Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) 
ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 
sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah 
perwakilan dari kepala Desa. 
(2)  Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak 





Pengisian Keanggotaan Antarwaktu BPD 
Pasal 93 
Pengisian keanggotaan antarwaktu BPD ditetapkan dengan keputusan 
Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa. 
 
Paragraf 10 
Pemberhentian Anggota BPD 
Pasal 94 
(1)  Anggota BPD berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c.  diberhentikan. 
(2)  Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, karena: 
a. berakhir masa keanggotaan; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau 
d. melanggar larangan sebagai anggota BPD. 
(3)  Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada 
Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD. 
(4)  Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 
 
Paragraf 11 
Peraturan Tata Tertib BPD 
Pasal 95 
Peraturan tata tertib BPD paling rendah memuat: 
a. mekanisme musyawarah; 
b.  waktu musyawarah BPD; 
c.  pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; 
d.  tata cara musyawarah BPD; 
e.  tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan 
f.  pembuatan berita acara musyawarah BPD. 
 
Pasal 96 
Mekanisme musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf 
a, sebagai berikut: 
a.  musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; 
b.  musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah 
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; 
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b. apabila jumlah peserta musyawarah tidak memenuhi 2/3 (dua pertiga) 
dari jumlah anggota BPD, maka pimpinan BPD menunda musyawarah 
paling lama 1 (satu) jam; 
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna 
mencapai mufakat; 
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan 
dilakukan dengan cara pemungutan suara; 
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan 
sah apabila disetujui oleh paling rendah ½ (satu perdua) ditambah 1 
(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan 
f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri 
notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. 
 
Pasal 97 
Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89 huruf b, meliputi: 
a.  pelaksanaan jam musyawarah; 
b.  tempat musyawarah; 
c.  jenis musyawarah; dan 
d.  daftar hadir anggota BPD. 
 
Pasal 98 
Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 95 huruf c, meliputi: 
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir 
lengkap; 
b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; 
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua 
berhalangan hadir; dan 
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan 




Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 95 huruf d, meliputi: 
a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa; 
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; 
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan 
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. 
Pasal 100 
Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, meliputi: 
a.pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; 
b.penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD; 
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c.pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; 
dan 
d.tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. 
Pasal 101 
Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f, meliputi: 
a.  penyusunan notulen rapat; 
b.  penyusunan berita acara; 
c.  format berita acara; 
d.  penandatanganan berita acara; dan 





(1)  Musyawarah Desa  merupakan  forum permusyawaratan  yang  diikuti  
oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk 
memusyawarahkan hal yang bersifat  strategis dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 
(2)  Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penataan Desa; 
b. perencanaan Desa; 
c.  kerja sama Desa; 
d. rencana investasi yang masuk ke Desa; 
e.  pembentukan BUM Desa; 
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 
g. kejadian luar biasa. 
(3)  Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling rendah sekali dalam 1 (satu) tahun. 
(4)  Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
 
BAB X 




(1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa. 
(2) Badan permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan 
Desa kepada pemerintah Desa. 
(3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 




(4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa. 
Pasal 104 
(1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan 
oleh pimpinan Badan permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk 
ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak tanggal kesepakatan. 
(2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan 
peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. 
(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan 
berita Desa oleh sekretaris Desa. 
(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan 
pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. 
(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah Desa. 
Bagian Kedua 
Peraturan Kepala Desa 
Pasal 105 
Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa. 
Pasal 106 
(1) Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa 
(2) Peraturan kepala Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diundangkan 
oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa. 
(3) Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah Desa. 
Bagian ketiga 
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 
Pasal 107 
Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati. 
 
  Bagian Keempat 
Peraturan Bersama Kepala Desa 
Pasal 108 
(1) Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan kepala Desa 
dalam rangka kerja sama antar-Desa. 
(2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 
(dua) kepala Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. 











Pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam keuangan Desa menimbulkan 
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. 
Pasal 110 
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 bersumber dari: 
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah; 
d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
Daerah; 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
Pasal 111 
(1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, 
bersumber dari Belanja Pemerintah Pusat dengan mengefektifkan 
program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 
(2) Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 huruf c, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari 
realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah. 
(3) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d, paling sedikit 
10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus. 
(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mempertimbangkan: 
a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan 
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, 
dan tingkat kesulitan geografis Desa. 
(5)  Penetapan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur 
dalam Peraturan Bupati. 
Pasal 112 
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), bersumber 
dari alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 





(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), 
pengalokasiannya dilakukan berdasarkan ketentuan: 
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh 
Desa; dan 
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi 
penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari Desa 
masing-masing. 
(2)  Penetapan pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi 
Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagian dari 
hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
Pasal 114 
(4) Penetapan pengalokasian Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Bantuan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
Pasal 115 
Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas 
Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. 
Pasal 116 
Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa 




(1)  Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh 
kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
(2)  Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui 
camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati bersama untuk 
dievaluasi. 
(3)  Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa 
tentang APB Desa kepada camat. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan 
peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Bupati 
(4)  Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 
Desember tahun anggaran berjalan. 
(5) APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. 







(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 
yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
Pemerintah Pusat. 
(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, 
tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, 
lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Pasal 119 
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan 
ketentuan: 
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 
Desa digunakan untuk: 
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 
2. operasional Pemerintah Desa; 
3. tunjangan dan operasional BPD; dan 
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 
Pasal 120 
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. 
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 





(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar 
hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan 
hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian 
umum, dan aset lainnya milik Desa. 
(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. barang milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
b. barang milik Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau 
yang sejenis; 
c.  barang milik Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
d. hasil kerja sama Desa; dan 
e.  barang milik Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
(3) Barang milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat 
dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. 
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(4) Barang milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama 
Pemerintah Desa. 
(5) Barang milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah 
dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk 
fasilitas umum. 
(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan 
dan ditatausahakan secara tertib. 
 
Pasal 122 
(1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan 
umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, 
akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. 
(2) Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. 
(3) Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh 
Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan Aset Desa. 
 
Pasal 123 
(1)  Barang milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan. 
(2)  Barang milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain 
sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa. 




Pengelolaan barang milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang 
milik Desa. 
Pasal 125 
(1)  Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik 
Desa. 
(2)  Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 




(1)  Pengelolaan barang milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. 
(2)  Pengelolaan barang milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 







Pengelolaan barang milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan 
pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan 
kesepakatan musyawarah Desa. 
Pasal 128 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan barang milik Desa 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
BAB XII 
PEMBANGUNAN DESA DAN  




Perencanaan Pembangunan Desa 
Pasal 129 
(1) perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil 
kesepakatan dalam musyawarah Desa. 
(2) musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 
dilaksanakan pada bulan Juni Tahun anggaran berjalan. 
Pasal 130 
Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 
menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM 
Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. 
Pasal 131 
(1) dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib 
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara 
partisipatif. 
(2) musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diikuti oelh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 
masyarakat Desa. 
(3) rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa. 
(4) rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah 
kebajikan perencanaan pembangunan Desa. 
(5) ranjangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. 
(6) rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 
Pasal 132 
(1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten. 
(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi 
kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, 
dan arah kebijakan pembangunan Desa. 
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(3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa 
dan prioritas pembangunan kabupaten. 
(4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan 
kepala Desa. 
Pasal 133 
(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 merupakan 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana 
penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi 
uraian: 
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh 
Desa; 
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui 
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; 
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh 
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan 
e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa 
dan/atau unsur masyarakat Desa 
(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah 
Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten 
berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. 
(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 
berjalan. 
(6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir 
September tahun berjalan. 
(7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. 
Pasal 134 
(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa 
kepada pemerintah daerah kabupaten. 
(2) dalam hal tertentu, pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan 
pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah provinsi. 
(3) usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati. 
(4) dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah provinsi. 
(5) usulan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat 
(2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 
(6) dalam hal pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 





(1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal: 
(2) perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. 
Paragraf 2 
Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Pasal 136 
(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang 
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 
(2) pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. 
(3) pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 
alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong 
royong masyarakat. 
(4) pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa 
dalam forum musyawarah Desa. 
(5) masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan 
pembangunan Desa. 
Pasal 137 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 
kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah 
yang masuk ke Desa. 
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada 
Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa. 
(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang brskala lokal Desa 
dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 
(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran 
APB Desa. 
Bagian Kedua 
Pembangunan Kawasan Perdesaan 
Pasal 138 
(1) pembangunan kawasan perdesaan merupakan prepaduan pembangunan 
antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 
(2) pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: 
a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara 
partisipatif; 
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; 
c. penguatan kapasitas masyarakat; 
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi;dan 
e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan. 
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(3) pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta 
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan 
dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau 
seluruh Desa di kawasan perdesaan. 
Pasal 139 
(1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
138 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati. 
(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan 
dengan mekanisme: 
a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai 
wilayah, potensi ekonimi, mobilitas penduduk, serta sarana dan 
prasarana desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi 
pembangunan kawasan perdesaan; 
b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan 
perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati; 
c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan 
rencana dan program pembangunan kabupaten;dan 
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi 
pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati. 
(3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan 
di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada 
pemerintah melalui gubernur. 
(4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari 
pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama 
pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program 
pembangunan kawasan perdesaan. 
(5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari 
pemerintah di tetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional 
(6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari 
pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur. 
(7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari 
pemerintah daerah kabupaten di tetapkan oleh bupati. 
(8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan 
perdesaan kepada pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan 
masyarakat. 
(9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan 
pelaksanaannya kepada Desa. 
Pasal 140 
(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata 
ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan 
hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan 
Desa. 
(2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan 
tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. 
(3) Pelibatan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
hal: 
a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan 
pembangunan kawasan perdesaan; 
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b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati 
pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa;dan 
c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial. 
 
Bagian Ketiga 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pendampingan Masyarakat Desa 
Paragraf 1 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Pasal 141 
(1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam 
melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola 
pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa 
dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. 
(2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahah daerah provinsi, pemerintah 
daerah kabupaten, pemerintah desa, dan pihak ketiga. 
(3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat 
Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, 
dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk 
mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. 
 
Pasal 142 
(1) pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, 
dan pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat 
Desa. 
(2) pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan: 
a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; 
b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara 
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang ada di Desa; 
c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, 
potensi, dan nilai kearifan lokal; 
d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
kelompok marginal; 
e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; 
f. mendayagunkan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat; 
g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan 
Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa. 
h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 




i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan 
j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat Desa. 
 
Paragraf 2 
Pendampingan Masyarakat Desa 
Pasal 143 
(1) pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan 
masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai 
kebutuhan. 
(2) pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 
kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader 
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. 
(3) camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan 
masyarakat Desa diwilayahnya. 
 
Pasal 144 
(1) tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 
ayat (2) terdiri atas: 
a. pendampingan desa yang bertugas mendampingi Desa dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, 
pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal 
Desa; 
b. pendampingan teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan 
c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan 
kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarkat Desa. 
(2) pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki 
sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau tehnik. 
(3) kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 143 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa 
untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan 
prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. 
 
Pasal 145 
(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat 
mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui 
perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat 
Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan 





BADAN USAHA MILIK DESA 
Bagian Kesatu 
Pendirian dan Organisasi Pengelola 
Pasal 146 
(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa. 
(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
(3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan 
Desa. 
(4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit terdiri atas; 
a. penasihat; dan 
b. pelaksana operasional. 
c. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara 
ex-officio oleh kepala Desa. 
d. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala 
Desa. 
e. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang 
merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga 
pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. 
Pasal 147 
(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 
kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan 
dan pengelolaan usaha Desa. 
(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional 
mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. 
Pasal 148 
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai 
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 
 
Bagian Kedua 
Modal dan Kekayaan Desa 
Pasal 149 
(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. 
(2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan 
tidak terbagi atas saham. 
(3) Modal BUM Desa terdiri atas: 
b. penyertaan modal desa; dan 




(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. 
(5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari: 
a. dana segar; 
b. bantuan pemerintah; 
c. bantuan pemerintah daerah; dan 
d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. 
(6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan 
melalui mekanisme APB Desa 
 
Bagian Ketiga 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Pasal 150 
(1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan 
pertimbangan kepala Desa. 
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling 
sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal kegiatan 
usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta 
tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. 
(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan 
dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, 
dan sumber modal. 
(4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah 
Desa. 
(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa. 
Bagian keempat 
Pengembangan Kegiatan Usaha 
Pasal 151 
(1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat: 
a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan 
b. mendirikan unit usaha BUM Desa. 
(2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan 
Pemerintahan Desa. 
(3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
Pasal 152 
(1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa 
mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan. 
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(2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban 




Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana 
operasional BUM Desa 
Pasal 154 
(1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa. 
(2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 




Pendirian BUM Desa Bersama 
Pasal 155 
(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat 
membentuk BUM Desa bersama. 
(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa. 
(3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa 
tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
BAB XIII 
KERJA SAMA DESA 
Pasal 156 
(1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga. 
(2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama 
kepala Desa. 
(3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan 
perjanjian bersama. 
(4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: 
a. ruang lingkup kerja sama; 
b. bidang kerja sama; 
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; 
d. jangka waktu; 
e. hak dan kewajiban; 
f. pendanaan; 
g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan 
h. penyelesaian perselisihan. 
(5) Camat atau sebutan lain atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan 





(1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas: 
a. pemerintah desa; 
b. anggota BPD; 
c. lembaga kemasyarakatan desa; 
d. lembaga desa lainnya; dan  
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. 
(2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 
bersama kepala Desa. 
(3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung 
jawab kepada kepala Desa 
 
Pasal 158 
Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan 
dengan menyertakan para pihak yang terkait dalam kerja sama Desa. 
 
Pasal 159 
(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 158 dapat dilakukan oleh para pihak. 
(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas 
ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para 
pihak. 
Pasal 160 
Kerja sama Desa berakhir apabila: 
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan 
dalam perjanjian; 
b. tujuan perjanjian telah tercapai; 
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama 
tidak dapat dilaksanakan; 
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan 
perjanjian; 
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; 
f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
g. objek perjanjian hilang; 
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, 
nasional; dan/atau 
i. berakhirnya masa perjanjian. 
 
Pasal 161 
(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan 
secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. 
(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi 
dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lainnya. 
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(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) dalam wilayah kecamatan berbeda pada satu kabupaten 
difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati. 
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani 
oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian 
perselisihan. 
(5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan 




LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN LEMBAGA ADAT DESA 
Bagian Kesatu 
Lembaga Kemasyarakatan Desa 
Pasal 162 
(1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa 
dan masyarakat. 
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas: 
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; 
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
lembaga kemasyarakat Desa memiliki fungsi: 
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 
 
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan 
masyarakat; 
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah 
Desa kepada masyarakat Desa; 
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, 
dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; 
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 
partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat; 
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan 
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 




Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam 
melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan 




Lembaga Adat Desa 
Pasal 164 
(1) pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. 
(2) pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat 
untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain. 
 
Pasal 165 
lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh Pemerintah 
Desa berdasarkan pedoman yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati. 
 
BAB XV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA  
OLEH CAMAT  
 
Pasal 166 
(1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa. 
(2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui : 
a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; 
b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; 
c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa; 
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 
e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; 
f. fasilitasi pemilihan kepala Desa; 
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa; 
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; 
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 
pembangunan Desa; 
j. fasilitasi penerapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 
k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 
kemasyarakatan; 
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama desa dengan pihak 
ketiga; 
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa 
serta penetapan dan penegasan batas Desa; 
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 
q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 








(1) Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap 
diakui sebagai Desa. 
(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib 
menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai 
habis masa jabatannya.  
(4) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan 
Daerah ini.  
(5) Anggota  BPD  yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai 
habis masa keanggotaanya.  
(6) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah 
ini. 
(7) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap 
melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. 
(8) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil 
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya. 
(9) Paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, 
Pemerintah Daerah bersama pemerintah Desa melakukan inventarisasi 
aset Desa. 
(10) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, 
pemerintah Desa telah menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan 
Desanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
BAB  XVII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 168 
(3) Semua ketentuan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Desa yang 
berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan 
menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan daerah ini. 
(4) Semua Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Desa terkait Desa yang 
selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini. 
(5) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini  
harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan 
daerah ini diundangkan. 
Pasal 169 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2006 
tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 18); 
b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 
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Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 58); 
c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2006 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 20); 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyusunan Oranisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 21); 
e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 
Tahun 2006 Nomor 22); 
f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pembentukan Dan Penetapan Peraturan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 23); 
g. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 24); 
h. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2006 
tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 
Tahun 2006 Nomor 25); 
i. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 7); 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 170 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Timur. 
Ditetapkan di Malili. 
pada tanggal 20Juni 2015 
BUPATI LUWU TIMUR, 
 
 
 ANDI HATTA M. 
Diundangkan di Malili 
pada tanggal 20 Juni 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 
 
BAHRI SULI 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI 






PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 





Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia 
terbentuk. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa tidak menjadi 
penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk 
menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun 
disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat 
homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap 
memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan 
masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya. 
Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 pengaturan Desa dari segi pemerintahannya mengacu pada 
ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata 
cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-
undang”.  
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa 
pengaturan tentang Desa, namun dalam pelaksanaannya, pengaturan 
mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa 
yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat 
hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta 
kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan 
kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang 
dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi 
dasar penyusunan  peraturan daerah yang mengatur tentang penataan 
dan penyelenggaraan pemerintahan Desa, disusun dengan semangat 
penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat 
sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan 
pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).  
Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community 
dengan lokal self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum 
adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata 
sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada 
dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya 
hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut 
pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, 
sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi 
masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan 





Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, 
pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari 
pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa 
Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan pemerintah 
daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat 
melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan  
pemerintahan  yang  efektif,  pelaksanaan pembangunan yang 
berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan 
masyarakat di wilayahnya. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, Desa sebagai 
kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan  Negara 
Kesatuan Republik Indonedia dan berada di dalam wilayah kabupaten, 
dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa pengaturan ini 
memberikan dasar menuju self governing community yaitu suatu 
komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa 
Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi 
Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan 
perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena 
dengan otonomi Desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan 
perwujudan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pengaturan ini 
ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan berasaskan: (1) 
rekognisi; (2) subsidiaritas; (3) keberagaman; (4) kebersamaan; (5) 
kegotongroyongan; (6) kekeluargaan; (7) musyawarah; (8) demokrasi; (9) 
kemandirian; (10) partisipasi; (11) kesetaraan; (12) pemberdayaan; dan 
(13) keberlanjutan. 
Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal mendasar mengenai 
penataan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Penataan Desa 
meliputi: pembentukan Desa, penghapusan Desa, penggabungan Desa, 
perubahan status Desa, dan penetapan Desa. Sedangkan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi: pemerintah Desa dan 
badan permusyawaratan Desa. 
Penyelenggaraan pemerintahan Desa diharapkan dapat 
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan 
memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Desa diharapkan 
mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi Desa dalam 
meningkatkan pendapatan Desa pada gilirannya menghasilkan 
masyarakat Desa yang berkemampuan untuk mandiri. Berkenaan 
dengan hal itu, pengaturan dalam peraturan daerah ini membuka 
peluang kepada pemerintah Desa untuk menggali sumber-sumber 
pendapatan yang cukup potensial dengan berdasarkan kewenangan yang 
diberikan kepada pemerintaan Desa. Selanjutnya dalam pengaturan ini 
ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib  
penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) 
keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) 
efektivitas dan efisiensi; (9) kearifan lokal; (10) keberagaman; dan (11) 
partisipatif. 
Dalam rangka perwujudan demokrasi di Desa diadakan badan 
permusyawaratan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan 
pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa 
dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Desa.  
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Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka dalam 
peraturan Daerah ini juga diatur mengenai keuangan Desa dan  aset 
Desa. Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan aset Desa dan 
Dana Desa, memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari 
APBD, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, serta 
penggunaan belanja Desa, penyusunan APB Desa, dan pengelolaan 
kekayaan Desa. 




Yang dimaksud dengan “asas rekognisi”, yaitu pengakuan terhadap 
hak asal usul; 
Yang dimaksud dengan “asas subsidiaritas, yaitu penetapan 
kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal 
untuk kepentingan masyarakat Desa; 
Yang dimaksud dengan “asas keberagaman, yaitu pengakuan dan 
penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, 
tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara; 
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan, yaitu semangat untuk 
berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai 
antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa 
dalam membangun Desa; 
Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan 
saling tolong-menolong untuk membangun Desa; 
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga 
masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar 
masyarakat Desa; 
Yang dimaksud dengan “asas musyawarah, yaitu proses pengambilan 
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui 
diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 
Yang dimaksud dengan “asas demokrasi, yaitu sistem 
pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan 
yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan 
masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; 
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian, yaitu suatu proses yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk 
melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya  
dengan kemampuan sendiri; 
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif 
dalam suatu kegiatan; 
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam 
kedudukan dan peran; 
Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan, yaitu upaya 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui 
penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan 
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;  
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Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang 
dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan 
dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan 
Desa. 





Huruf  a 
Cukup jelas 
Huruf  b 
Cukup jelas  
Huruf  c 
Cukup jelas  
Huruf  d 
Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari 
Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa 
serta perubahan Desa Adat menjadi Desa. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan 
kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada 
untuk yang pertama kali oleh Daerah menjadi Desa Adat dengan 
Peraturan Daerah. 
Pasal 6  
Cukup jelas 
Pasal 7 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 
Jangka waktu 1 (satu) tahun antara lain digunakan untuk persiapan 
penataan sarana prasarana Desa, aset Desa, penetapan, dan 
penegasan batas Desa. 
 Ayat (7) 
  Cukup jelas. 
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 Ayat (8) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (9) 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Huruf  a 
Cukup jelas 
Huruf  b 
Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan 
beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan 
berada dalam Daerah. 
Pasal 9 




 Cukup jelas. 
Pasal 12 
 Cukup jelas. 
Pasal 13 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (7) 
  Huruf a 
Yang dimaksud dengan ”kaidah kartografis” adalah kaidah dalam 
penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti 
tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan 
peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan 
penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, 
penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan 
peta batas. 
  Huruf b 
   Cukup jelas. 
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  Huruf c 
   Cukup jelas. 
  Huruf d 
   Cukup jelas. 
  Huruf e 
   Cukup jelas. 
  Huruf f 
   Cukup jelas. 
  Huruf g 
   Cukup jelas. 
  Huruf h 
Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar-Desa”, antara 
lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-
Desa. 
 Ayat (8) 
 Cukup jelas. 
Pasal 14 




 Cukup jelas. 
Pasal 17 
 Cukup jelas. 
Pasal 18 




 Cukup jelas. 
Pasal 21 
 Cukup jelas. 
Pasal 22 




 Cukup jelas. 
Pasal 25 









 Cukup jelas. 
Pasal 29 
 Cukup jelas. 
Pasal 30 




 Cukup jelas. 
Pasal 33 
 Cukup jelas. 
Pasal 34 
 Cukup jelas. 
Pasal 35 
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” termasuk hak tradisonal dan 
hak sosial budaya masyarakat adat 
Pasal 36 
 Cukup jelas. 
Pasal 37 
 Cukup jelas. 
Pasal 39 
 Cukup jelas. 
Pasal 40 
Huruf a 
 Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam 
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Huruf b 
 Yang   dimaksud   dengan   “tertib   penyelenggara pemerintahan” 
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 
Huruf c 
 Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas 
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 





 Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka 
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Huruf e 
 Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang 
mengutama-kan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Huruf f 
 Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang 
mengutama-kan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Huruf g 
 Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Huruf h 
 Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan 
bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai 
tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. 
 Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan 
bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai 
dengan rencana dan tujuan. 
Huruf i 
 Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang 
menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus 
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. 
Huruf j 
 Yang  dimaksud  dengan  “keberagaman”  adalah penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok 
masyarakat tertentu. 
Huruf k 
Yang   dimaksud dengan   “partisipatif”   adalah penyelenggaraan    
Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan 
unsur masyarakat Desa. 
Pasal 41 




 Cukup jelas. 
Pasal 44 




Cukup jelas.  
Pasal 46 
 Cukup jelas. 
Pasal 47 
Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan 
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 
Pasal 48 




 Cukup jelas. 
Pasal 51 
  Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara 
serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada 
hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan 
kemampuan biaya pemilihan. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
Pasal 52 




 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Huruf a 
   Cukup jelas. 
  Huruf b 
Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” 
adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, 
antara lain, terdiri atas: 
1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia 
dari pejabat tingkat kabupaten/kota; 
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2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau 
bermeterai cukup; 
3.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel 
atau bermeterai cukup; 
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan 
ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau 
surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; 
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa 
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau 
bermeterai cukup; 
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal 
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun 
tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat; 
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah 
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih; 
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak 
sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai hukum tetap; 
10.  surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum 
daerah; dan 
11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan 
surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah 
menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. 
  Huruf c 
   Cukup jelas. 
  Huruf d 
   Cukup jelas. 
  Huruf e 
   Cukup jelas. 
  Huruf f 
   Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 




 Ayat (7) 




 Cukup jelas. 
Pasal 57 
 Cukup jelas. 
Pasal 58 
Cukup jelas.  
Pasal 59 




 Cukup jelas. 
Pasal 62 
 Cukup jelas. 
Pasal 63 
Cukup jelas.  





 Cukup jelas. 
Pasal 67   
 Cukup jelas. 
Pasal 68 
Cukup jelas.  





 Cukup jelas. 
Pasal 72 
 Cukup jelas. 
Pasal 73 









 Cukup jelas. 
Pasal 77 
 Cukup jelas. 
Pasal 78 






 Cukup jelas. 
Pasal 82 
 Cukup jelas. 
Pasal 83 






 Cukup jelas. 
Pasal 87 
 Cukup jelas. 
Pasal 88 






 Cukup jelas. 
Pasal 92 
 Cukup jelas. 
Pasal 93 









 Cukup jelas. 
Pasal 97 
 Cukup jelas. 
Pasal 98 
Cukup jelas.  
Pasal 99 
 Cukup jelas. 
Pasal 100 
Cukup jelas.  
 Pasal 101 
Cukup jelas. 
Pasal 102 
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh 
adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan 
kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok 
















 Cukup jelas. 
Pasal 111  
 Cukup jelas. 
Pasal 112 




Cukup jelas.  
 
Pasal 114 
 Cukup jelas. 
Pasal 115 
Cukup jelas.  
Pasal 116 
Cukup jelas.  





 Huruf a  
   Cukup jelas. 
 Huruf b 
   Angka 1 
    Cukup jelas 
   Angka 2 
    Cukup jelas 
   Angka 3 
    Cukup jelas 
   Angka 4 
Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun 
warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk 
operasional rukun tetangga dan rukun warga. 
Pasal 120 
 Cukup jelas. 
Pasal 121 
 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
 Cukup jelas.  
 Ayat (5) 
 Yang dimaksud Fasilitas umum adalah fasilitas yang digunakan 
untuk kepentingan masyarakat umum. 
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 Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
Pasal 122 
 Cukup jelas. 
Pasal 123 
Cukup jelas.  





 Cukup jelas. 
Pasal 127 
 Cukup jelas. 




 Pasal 130 
Cukup jelas. 
Pasal 131 
 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah mengikutsertakan 
masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. 
Ayat (2) 
 Cukup Jelas. 
Ayat (3) 
 Cukup Jelas. 
Ayat (4) 
 Cukup Jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup Jelas. 
Ayat (6) 
 Cukup Jelas. 
Pasal 132 
 Ayat (1) 
  Cukup Jelas. 
Ayat (2) 






  Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi 
yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai 
sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya 
lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan 
gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, 
keadilan masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, 
pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat 
guna serta sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, 
serta kearifan lokal. 
Ayat (4) 
  Cukup Jelas. 
Pasal 133 
 Cukup jelas. 
Pasal 134 
 Ayat (1) 
  Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
  Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah program percepatan 
pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah provinsi. 
  yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah 
kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian yang memiliki 
program berbasis Desa. 
Ayat (3) 
  Cukup Jelas. 
Ayat (4) 
  Cukup Jelas.  
Ayat (5) 
  Cukup Jelas. 
Ayat (6) 
  Cukup Jelas. 
Pasal 135 
 Cukup jelas. 
Pasal 136 
 Cukup jelas. 
Pasal 137 
 Ayat (1) 
  Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
  Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam 
pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 
tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud 







  Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah 
penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan 
aset dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau 
pemerintah daerah kabupaten kepada desa. 
Ayat (4) 
  Cukup Jelas.  
Pasal 138 
 Cukup jelas. 
Pasal 139 
 Cukup jelas. 
Pasal 140 
 Cukup jelas. 
Pasal 141 
 Cukup jelas. 
Pasal 142 
 Cukup jelas. 
Pasal 143 
 Ayat (1) 
  Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
  Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah 
lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi 
kemasyarakatan, atau perusahaan, yang bersumber keuangan 
dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, 
dan/atau pemerintah desa. 
Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
Pasal 144 
 Cukup jelas. 
Pasal 145 




 Cukup jelas. 
Pasal 148 









Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan 
desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban 
pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan 
pertanggungjawaban Pemerintah Desa. 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
Pasal 150 
 Cukup jelas. 
Pasal 151 
 Cukup jelas. 
Pasal 152 
 Cukup jelas. 
Pasal 153 
 Cukup jelas. 
Pasal 154 
 Cukup jelas. 
Pasal 155 
 Cukup jelas. 
Pasal 156 
 Cukup jelas. 
Pasal 157 
 Cukup jelas. 
Pasal 158 
 Cukup jelas. 
Pasal 159 
 Cukup jelas. 
Pasal 160 
 Cukup jelas. 
Pasal 161 





 Ayat (1) 
yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa” antara 
lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan 
keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga 
pemberdayaan masyarakat. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
Ayat (3) 
 Huruf a 
 Cukup Jelas. 
 Huruf b 
 Cukup Jelas. 
Huruf c 
 Cukup Jelas. 
Huruf d 
 Cukup Jelas. 
Huruf e 
 Cukup Jelas. 
Huruf f 
Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan 
melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha 
keluarga, dan ketenagakerjaan: 
Huruf g 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat 
dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, 
kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan. 
Pasal 163 
 Cukup jelas. 
Pasal 164 
 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan ”kelompok adat yang lain” adalah 
kelompok adat selain masyarakat hukum adat yang ada di desa 
adat itu. 
Pasal 165 
 Cukup jelas. 
Pasal 166 
 Cukup jelas. 
Pasal 167 
 Ayat (1) 




 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “inventarisasi aset Desa” adalah 
pemerintah Desa melaporkan inventarisasi asset desa kepada 
Pemerintah Daerah. 
 Ayat (3) 
  Cukup Jelas. 
Pasal 168 
 Cukup jelas. 
Pasal 169 
 Cukup jelas. 
 Pasal 170 
 Cukup jelas. 
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